
 

 
 

TINJAUAN PENOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA 

MALPRAKTEK ABORSI ILEGAL 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN 

Jkt.Pst) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh 

Putri Mir „Atus Sholikhah 

NIM. C93219101 

 

 

 

 

 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Fakultas Syariah dan Hukum 

Jurusan Hukum Publik Islam 

Program Studi Hukum Pidana Islam 

Surabaya 

2023 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

 

iv 
 

ABSTRAK 

 

Penulis melakukan penelitian ini guna menjelaskan bagaimana ratio 

decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara dan meninjau dalam 

perspektif penologi terhadap pelaku malpraktek aborsi illegal pada Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang didapatkan dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan yang mengacu pada peraturan perundang—undangan serta regulasi 

yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi, dan pendekatan 

kasus yang disusun secara sistematis, dikaji, lalu ditarik kesimpulan dengan 

masalah yang sedang diteliti dengan bahan hukum primer berupa peraturan 

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder yang 

terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum. 

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Petama, ratio decidendi 

hakim terhadap terdakwa terdakwa malpraktek aborsi illegal dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst telah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang No 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang 

TPPU yang dijatuhi hukuman  pidana penjara  1  tahun dan 4 bulan dan denda 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sesuai dengan QS. An-Nisa‘ 

ayat 58 dan 135 yang menjelaskan dalam menjatuhkan putusan harus menentukan 

baik atau tidaknya seseorang. Kedua, dihubungkan dengan teori relatif maka 

pemidanaan yang dijatuhkankepadaterdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi 

mempunyai tujuan melindungi masyarakat yang dilihat dalam penerapan 

penanggulangan kejahatan dengan cara perbaikan dalam diri pelaku tindak pidana 

sesuai dengan QS.Az-Zukhruf ayat 48 yang diharapkan dengan adanya 

pemidanaan mencegah terjadi kembali tindak pidana tersebut. 

Sesuai dengan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebaiknya 

para tenaga medis sebelum membuka praktek haruslah memiliki surat tanda 

registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana yang telah 

diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia serta harus memiliki izin praktik 

fasilitas kesehatan serta sebelum melakukan kegiatan aborsi haruslah 

memperhatikan prosedur kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang No 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang No 29 Tahun 2004 

Tentang Praktek Kedokteran. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aborsi atau pengguguran kandungan saat ini masih menjadi isu kontroversi 

hangat yang diperdebatkan di beberapa Negara, Indonesia menjadi salah satunya. 

Beberapa kalangan masyarakat berpendapat aborsi  dapat dilegalkan apabila 

menyangkut kesehatan ibu dan anak, dan dapat melakukan tanpa harus 

mendapatkan hukuman. Di sisi yang lain, tenaga medis dituntut untuk profesional 

dalam menjalankan tugasnya, dan harus lebih berhati-hati dalam memberikan 

diagnosis yang benar dan sesuai dengan prosedur. Di beberapa Negara maju, 

tenaga medis dituntut atas ketidak-profesional dalam praktik, salah satunya 

adalah, dalam bidang spesialis kebidanan dan kandungan khususnya malpraktek 

aborsi. Walaupun aborsi sudah sangat jelas dilarang dalam hukum yang termaktub 

dalam Pasal 75 (1) UU No. 36  Tahun 2009 Tentang Kesehatan, namun masih 

banyak perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal dan tidak sesuai prosedur 

kesehatan.
1
 

Tercatat dari sumber BKBN, 2 juta kasus aborsi di Indonesia per tahunnya. 

Bisa disimpulkan, setiap tahun terdapat kurang lebih 2 juta nyawa dibunuh. Dari 

penelitian Australian Consortium For In Country Indonesian Studies 43% aborsi 

per 100 kelahiran bayi terjadi di 10 kota besar dan 6 kabupaten yang ada di 

Indonesia, dan setiap tahun angka tersebut terus meningkat. Perbuatan aborsi telah 

tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana sebagai Hukum materiil maka 

dapat dikenakan sanksi pemidanaan bagi siapa yang melanggar peraturan tersebut, 

namun aborsi dilegalkan apabila ada kepentingan medis.2 Dalam upaya 

menyelamatkan nyawa ibu ataupun janin yang dikandungnya, aborsi harus 

dilakukan dengan pertimbangan tenaga medis yang ahli dalam bidang tersebut dan 

                                                           
1
 Nurbaiti, ―Makalah Malpraktek Aborsi,‖ last modified 2016, 1. accessed October 2, 2022, 

www.academia.edu. 
2
 Gracia Novena Maridjan, ―Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia,‖ Lex Crimen 

8, no. 6 (2019): 114–121.. 
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bertanggung jawab atas profesinya itu, hal tersebut diatur diatur dalam UU 

Kesehatan No. 36 Tahun 2009. 

Permasalahan tentang aborsi sangat melanggar nilai-nilai serta norma-norma 

agama yang berkembang dikalangan masyarakat. Di dalam KUHP telah diatur 

tentang masalah aborsi di Pasal 346,347, 348, 349, dan 350. Abortus provokatus 

kriminalis meliputi perbuatan-perbuatan : 

1. Pengguguran kandungan (afdrijing van de atau vrucht afdrijing) 

2. Membunuh kandungan (de dood van de vrucht veroorzaken atau vrucht 

doden) 

Abortus provokatus kriminalis merupakan suatu perbuatan disengaja agar 

kandungan lahir sebelum waktu kelahiran tiba. Di Indonesia, segala apapun 

bentuk aborsi kecuali ada alasan medis termasuk kategori abortus provocatus 

criminalis. Maka dari itu harus jeli, apa yang menjadi tujuan aborsi itu dilakukan. 

Dapat dilihat Pasal 76 ayat (2) UU Kesehatan dengan tegas menerangkan bahwa 

aborsi hanya dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang mempunyai tenaga 

kesehatan dan alat yang memadai untuk melakukan tindakan aborsi serta ditunjuk 

pemerintah. Namun faktanya, banyak aborsi dilakukan di rumah sakit dan klinik-

klinik tertentu yang tidak memiliki izin praktik untuk melakukan tindakan aborsi, 

sehingga perempuan-perempuan yang melakukan pengguguran kandungan akan 

menghadapi risiko kematian yang cukup tinggi.  

Perlu diketahui aborsi yang dilakukan secara buatan (terminasi kehamilan) 

terdapat dua jenis: 

1. Ilegal (abortus provocatus criminalis) 

2. Legal (abortus provocatus therapeutics)3    

Perbuatan tenaga medis/dokter yang tidak sesuai aturan hukum kini sering 

mencuat di hadapan publik, seperti halnya kasus yang akan penulis teliti. Masalah 

malpraktek aborsi sangat sering dibicarakan apalagi ditangani oleh tenaga 

medis/dokter yang bukan ahlinya. Malpraktik sendiri oleh. Munir Fuady 

                                                           
3
 Talitha Alfreda, Sathya Benita, and Syafira Indra Rochmana, ―Perlindungan Hukum Dan 

Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek Aborsi Oleh Tenaga Medis Menurut 

Undang-Undang Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,‖ Jurnal 

Fundamental JUSTICE 2, no. 2 (2021): 101-103 
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memberikan pengertian malpraktik sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

dokter/tenaga medis yang berada dibawah pengawasan dokter dengan melanggar 

aturan hukum, kepatuhan, prinsip-prinsip kesusilaan dan profesional baik itu 

dilakukan secara sengaja atau tidak karena kurang waspada dalam menjalankan 

pekerjaannya yang menyebabkan seorang pasien itu sakit, luka, cacat, hingga 

menyebabkan kematian ataupun kerugian yang lain maka dokter atau tenaga 

medis tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.4 

Segala perbuatan yang dapat masuk kategori malpraktik pidana (criminal 

malpractice) jika perbuatannya tersebut memenuhi komponen-komponen tindak 

pidana, seperti adanya subjek, terdapat kesalahan, sifatnya melawan hukum, 

perbuatan tersebut dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana, adanya 

waktu serta tempat kejadian peristiwa. Cukup banyak kasus kegiatan aborsi ilegal 

yang dilakukan oleh klinik-klinik dan rumah sakit yang tidak memiliki izin, salah 

satunya seperti kegiatan aborsi yang dilakukan oleh Dr. Anggi yang merupakan 

seorang dokter yang terbukti secara sah tidak tercatat di Dinas Kesehatan Provinsi 

DKI Jakarta memiliki izin praktik fasilitas kesehatan dan tidak memiliki keahlian 

(disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis kandungan & melahirkan (Specialist 

OBGYN/Obstetrics & Gynecology) dimana Dr. Anggi dalam melakukan 

perbuatannya ini dibantu oleh Salimah sebagai bagian administrasi, Suryani di 

bagian pengelola keuangan dan Ramondan Manalu bagian Bidan. Tenaga medis 

yang melanggar standar profesi dengan memberikan bantuan kepada perempuan 

untuk melakukan aborsi tanpa memiliki keterampilan dan kewenangan yang telah 

ditetapkan oleh menteri terancam terpidana sebagaimana yang telah diatur pada 

Pasal 194 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menguraikan 

―Barang siapa dengan sengaja melakukan kegiatan aborsi yang tidak sesuai 

dengan uraian dalam Pasal 75 ayat (2) maka terancam pidana penjara maksimal 

10 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 Miliar Rupiah‖ 

                                                           
4
 Siti Salamah, ―Sanksi Pidana Pelaku Malpraktik Bagi Dokter Persfektif Hukum Pidana Islam 

Dan Hukum Positif Indonesia (analisis Putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.)‖ (May 13, 2019), 

27-28,  accessed December 6, 2022, 

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46421. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

4 
 

 
 

Seperti yang telah penulis paparkan dalam latar belakang diatas, maka penulis 

ingin membahas dan mengkaji lebih lanjut tentang malpraktek aborsi yang 

dilakukan oleh dokter/tenaga medis secara ilegal yang akan penulis tuangkan 

dalam penelitian penulis yang berjudul ―Tinjauan Penologi Terhadap Tindak 

Pidana Malpraktek Aborsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst).‖ 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, 

terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi oleh penulis yaitu sebagai berikut: 

1. Banyaknya aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak 

sesuai dengan prosedur kesehatan. 

2. Masih banyak perempuan hanya untuk menghindari tekanan sosial dari 

masyarakat, mereka menempuh jalan keluar dengan melakukan aborsi 

secara ilegal  

3. Aborsi legal dilakukan apabila terdapat kedaruratan medis yang 

mengancam nyawa ibu hamil 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian terfokus sesuai judul diatas, maka peneliti 

membatasi fokus penelitian ini pada : Tinjauan Penologi Tindak Pidana 

Malpraktek Aborsi Ilegal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst) dengan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana malpraktek aborsi ilegal 

2. Tujuan pemidanaan pelaku tindak pidana dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst berdasarkan 

teori relative penologi. 

3. Ratio decidendi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst berdasarkan teori relative penologi. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah 

utama dalam penelitian: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

5 
 

 
 

1. Bagaimana ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan 

malpraktek aborsi ilegal? 

2. Bagaimana perspektif penologi terhadap putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana 

kegiatan malpraktek aborsi ilegal?  

 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan dalam mencermati serta menelaah pengetahuan 

dari berbagai sumber untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan digunakan 

dalam menyusun penelitian. Kajian pustaka ini membuktikan bahwa penelitian 

yang dilakukan oleh penulis bukan sebagai kutipan ulang penelitian yang telah 

ada sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan 

penelitian penulis: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Salamah Fakultas Syariah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 dengan judul ―Sanksi Pidana Pelaku 

Malpraktek Bagi Dokter Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif 

Indonesia (analisa putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY Islam). Penelitian 

ini membahas mengenai sanksi tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh 

dokter dalam kacamata Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia 

serta penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam 

memutuskan putusan terhadap dokter yang melakukan tindak pidana 

malpraktek aborsi secara ilegal. Penelitian dalam skripsi tersebut mempunyai 

kesamaan terhadap penelitian yang diteliti oleh penulis, penelitian dalam 

skripsi tersebut juga menggunakan objek malpraktek aborsi ilegal yang 

dilakukan oleh dokter/tenaga medis. Namun, terdapat hal yang membedakan 

antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis. Penulis meneliti alasan 

hakim dalam memutuskan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 
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406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst serta tujuan pemidanaan yang diputuskan oleh 

tersebut menurut teori relatif penologi.
5
 

2. Jurnal ilmiah oleh Talitha Alfreda Sathya Benita et. Al, Syafira Indra 

Rochmana, Suhandito Purwangga yang berjudul ―Perlindungan Hukum Dan 

Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan Malpraktek aborsi Oleh Tenaga 

Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan‖ 

ini membahas perlindungan hukum serta pertanggungjawaban hukum oleh 

tenaga medis yang melakukan tindak pidana aborsi serta menjelaskan aborsi 

dilegalkan apabila terdapat indikasi medis terhadap kesehatan ibu/janin 

tersebut. Penulis tidak hanya meneliti tentang pertanggungjawaban hukum 

yang ditimpakan kepada pelaku tindak pidana malpraktek aborsi ilegal namun 

juga menyinggung terkait tujuan penjatuhan pidana terhadap pelaku apakah 

membawa manfaat guna melindungi kesejahteraan masyarakat.
6
 

3. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Gracia Novena Maridjan yang berjudul 

―Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia‖ mengkaji tentang 

Pengaturan yang mengatur tindak pidana aborsi di Indonesia serta 

memberikan gambaran tentang penerapan tindakan aborsi legal maupun ilegal 

di Indonesia. Sama dengan penelitian yang dikaji dengan penulis, yaitu 

membahas tentang pengaturan tentang tindak pidana aborsi. Namun dalam 

jurnal ini, hal yang membedakan dengan penelitian penulis dalam gambaran 

yang disajikan oleh penulis jurnal ini tentang penerapan tindakan aborsi ilegal 

maupun legal yang ada di Indonesia.
7
 

 

F. Tujuan Hasil Penelitian 

Tujuan hasil penelitian disajikan agar menunjukan hasil dari penelitian yang 

telah dilakukan oleh penulis. Tujuan penelitian ini berisi tentang pembenaran akan 

rumusan masalah diatas, dengan itu berikut tujuan dari penelitian ini: 

                                                           
5
 Siti Salamah, ―Sanksi Pidana Pelaku Malpraktik Bagi Dokter Persfektif Hukum Pidana Islam 

Dan Hukum Positif Indonesia (analisis Putusan No : 1077/Pid.B/2011/PN.SBY.)‖ 1-3. 
6
 Nurbaiti, ―Makalah malpraktek Aborsi,‖ 1. 

7
 Gracia Novena Maridjan, ―Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia,‖ 114-115. 
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1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi dalam putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang 

sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal. 

2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dari sudut perspektif penologi 

terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 

/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi 

ilegal. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

Penulis sangat mengharapkan penelitian yang telah dirampungkan oleh 

penulis, dapat membawa manfaat baik secara teori maupun dalam praktik, yaitu: 

1. Segi Teoritis 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat membawa manfaat 

serta pemahaman khususnya kepada mahasiswa hukum untuk mengetahui alasan-

alasan hakim dalam membuat keputusan di pengadilan yang terkadang cenderung 

sangat berbeda dengan sumber hukum pidana guna mempertimbangkan kebenaran 

yuridis, filosofis, serta sosiologis sebelum menjatuhkan putusan pidana kepada 

seseorang. 

2. Segi praktis 

Penelitian  yang dilakukan penulis bersumber dari karya ilmiah serta buku 

yang mencakup informasi tentang tindak pidana malpraktek aborsi ilegal. Maka 

diharapkan beberapa sumber yang telah penulis rangkap menjadi satu dalam 

penelitian ini memberikan informasi lengkap terhadap praktik tindak pidana 

malpraktek aborsi ilegal. 

 

H. Definisi Operasional 

Definisi operasional disusun bertujuan agar mempermudah dalam 

pemahaman terkait judul dan konteks yang dibahas dalam penelitian ini. Oleh 

karena itu, penulis akan membahas terkait definisi dalam penelitian ini: 

1. Penologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan 

serta manfaat suatu hukuman yang objeknya adalah pelanggar hukum, 
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terpidana/narapidana, serta residevis. Penulis dalam penelitian ini mengkaji 

penjatuhan pemidanaan terhadap pelaku malpraktek aborsi ilegal perspektif teori 

relative penologi.
8
 

2. Malpraktik adalah suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam 

menjalankan pekerjaannya yang tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur 

kesehatan. Malpraktik yang dilakukan oleh Dr. A tidak memiliki izin dari instansi 

kesehatan terkait, tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktik kedokteran, 

serta tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya.
9
 

3. Aborsi merupakan suatu perbuatan menggugurkan kandungan atau 

menghilangkan nyawa janin yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak 

diinginkan. Aborsi biasanya dilakukan oleh perempuan yang hamil di luar nikah 

dan mendapat tekanan social karena rasa malu yang ditanggungnya. Aborsi yang 

dilakukan pada studi kasus yang diteliti oleh penulis tidak hanya dilakukan oleh 

pelaku seorang diri, namun juga dibantu oleh dua rekannya yang bertugas dalam 

menyiapkan peralatan untuk tindakan aborsi, mengurus pasien ketika diaborsi, 

membuang janin hasil aborsi, serta menyiapkan obat untuk pasien setelah 

melakukan tindakan aborsi.
10

 

4. Illegal merupakan suatu perbuatan yang menyalahi atau melanggar 

peraturan perundang-undangan. Malpraktik aborsi yang dijalankan oleh Dr. A 

menjadi ilegal karena tidak memiliki izin dari instansi kesehatan terkait, tidak 

memiliki izin melakukan kegiatan praktik kedokteran, serta tidak memiliki izin 

untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya. 

 

I. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam pelaksanaan 

penelitian hingga dalam tahap penyusunan laporan yang didasarkan pada fakta 

secara ilmiah. Metode penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan yang 

                                                           
8
 I Gusti Ngurah Parwata and Fakultas Hukum, ―Penologi‖ (2016), 4. 

9
 Dr. Mahmul Siregar, ―Aspek Hukum Malpraktek Medis (Medical Malpractice),‖ n.d., 9, 

www.academia.edu. 
10

 Widowati, ―Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan Di Indonesia,‖ 

Jurnal Yustitiabelen 6, no. 2 (2020): 16. 
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tersusun guna mencari, menganalisis, serta membuat kesimpulan terhadap data-

data untuk mengembangkan serta meneliti kebenaran suatu pengetahuan tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang terdiri dari: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian hukum normatif (normatif legal research). Penelitian hukum normatif 

adalah tahapan dalam penelitian yang mengkaji hukum menjadi norma, aturan, 

asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan yang 

lain guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh penulis.
11

 

2. Bahan Hukum yang Dijadikan Sumber 

a. Bahan Hukum Primer   

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif 

atau bermakna sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum 

primer mencakup peraturan perundang-undangan, catatan yang ada dalam 

pembuatan undang-undang, serta putusan hakim. Sumber bahan hukum primer 

dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berasal dari : 

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN 

Jkt.Pst. 

2. Undang-Undang Dasar 1945 

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

5. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

6. Undang-Undang No. 29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran. 

7. UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

8. UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

9. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang 

bukan dari sumber resmi dan guna sebagai pendukung bahan hukum primer. 

                                                           
11

  Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48. 
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bahan hukum primer ini meliputi buku, jurnal, ebook, tesis, skripsi, dan juga 

pandangan ahli hukum terkait putusan pengadilan. Buku-buku serta artikel hukum 

yang dituju harus mempunyai keterkaitan dengan yang sedang diteliti, disini 

penulis dituntut ketajaman pemikiran yuridisnya dalam menghadapi masalah 

hukum yang sedang ditanggungnya. Dalam menentukan bahan hukum sekunder 

masalah yang muncul adalah dalam menentukan tulisan hukum yang mana yang 

dapat dijadikan referensi entah penelitian itu untuk keperluan praktis ataupun 

akademis. Dibawah ini adalah bahan hukum sekunder dalam penelitian penulis: 

1. I Gusti Ngurah Parwata, Penologi, Bali:  Unud Press, 2016. 

2. Mahmul Siregar, Aspek Hukum Malpraktek Medis (Medical 

Malpractice). 

3. Widowati, Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan 

Kesehatan Di Indonesia, Tulungagung: Jurnal Yustitiabelen, 2020. 

4. Siti Salamah, Sanksi Pidana Pelaku Malpraktek Bagi Dokter Perspektif 

Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Indonesia, Jakarta: Repository 

Uinjkt, 2019. 

5. Thalita Alfreda, Sathya Benita, dan Syafira Indra Rochmana, 

Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Terhadap Tindakan 

Malpraktek Oleh Tenaga Medis Menurut Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Surabaya: Jurnal Fundamental Justice, 

2021. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan suatu teknik 

mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang 

penulis teliti. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan 

dengan begitu penulis mengumpulkan bahan hukum serta bacaan hukum 

kemudian menganalisis terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yang 

didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

406/Pid.sus/2020/PN Jkt.Pst. Penulis menggunakan teknik ini guna memperoleh 

data-data terkait pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
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kepada pelaku malpraktek aborsi ilegal tersebut serta tujuan dari penjatuhan 

putusan sanksi terhadap pelaku malpraktek aborsi ilegal tersebut.  

4. Metode Pendekatan Penelitian 

 Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan guna mendapatkan 

informasi terkait masalah hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian hukum menurut Peter Mahmud yaitu: 

a. Statue approach atau pendekatan perundang-undangan, metode 

pendekatan ini dilakukan dengan cara meneliti semua peraturan 

perundang-undangan sertaregulasi yang berkaitan dengan masalah 

hukum yang sedang dihadapi.
12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

b. Case approach atau pendekatan kasus, metode dalam pendekatan ini 

dilakukan dengan mengulas kasus-kasus yang memiliki hubungan 

dengan masalah yang tengah dihadapi dan telah menjadi putusan 

pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada pendekatan ini 

penulis menelaah kasus terkait dengan masalah hukum pada putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus2020/PN.Jkt.Pst dengan 

menganalisis alasan alasan hukum hakim untuk mencapai pada 

putusannya. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 Dalam teknik analisis bahan hukum ini menerapkan metode dengan 

mengkategorikan secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan 

interpretasi sistemais yang melihat keterkaitan norma yang berasal dari berbagai 

peraturan perundang-undangan yang saling bergantungan. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis bahan dengan logika deduktif, yang menjelaskan 

sesuatu yang bersifat umum lalu menariknya menjadi kesimpulan yang lebih 

khusus. Menurut penjelasan Peter Mahmud yang telah mengutip pendapat 

Philipus M. Hadjon jika metode deduksi begitu juga yang telah diajarkan oleh 

Aristoteles, dalam penggunaan metode deduksi berdasarkan pada pengajuan 

premis mayor (pernyataan yang bersifat umum) lalu ditampilkan premis minor 

(pernyataan yang bersifat khusus) kemudian kedua premis iniditarik mejadi suatu 

                                                           
12

 Peter Mahmud, Penelitian Hukum : Edisi Revisi  (Jakarta: Kencana, 2005), 133. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

12 
 

 
 

kesimpulan atau conclusion. Dalam logika silogistik untuk penalaran yang bersifat 

premis mayor (peryataan yang bersifat umum) adalah aturan hukum sedangkan 

premis minor (pernyataan yang bersifat khusus) adalah fakta.
13

 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan mempunyai pengertian sebagai suatu susunan 

bahasan yang menjadi materi di dalam penelitian, susunan tersebut terdiri dari 

penyajian deskripsi data yang sesuai dengan hasil analisis data. Berikut adalah 

sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian penulis :  

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua memberikan pembahasan tentang konstruksi hukum dan tinjauan 

penologi dari tindak pidana malpraktik aborsi illegal dari pandangan hukum 

positif dan hukum pidana Islam. 

Bab ketiga penulis mengkaji serta menganalisis data yang telah terkumpul 

mengenai ratio decidendi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 

406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi 

ilegal. 

Bab keempat penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 406 /Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang 

sanksi pidana kegiatan malpraktek aborsi ilegal dalam perspektif teori relative 

penologi. 

Bab kelima memuat penutup yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan saran  

 

                                                           
13

 Ibid 
47-197 
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BAB II 

KONSTRUKSI HUKUM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK 

ABORSI ILEGAL 

 

A.  Hukum Pidana 

Hukum pidana merupakan bagian dari sub system yang ada dalam system 

hukum suatu Negara, terdapat dua istilah yaitu hukum dan pidana. Prof. Dr. Van 

Kan memberi pengertian hukum sebagai sepenuhnya aturan hidup yang 

mempunyai sifat memaksa yang bertujuan melindungi kepentingan tiap individu 

dalam masyarakat. Sedangkan istilah pidana Profesor Van Hamel memberikan arti 

sebagai derita yang mempunyai derita khusus dan dijatuhkan oleh lembaga yang 

mempunyai kekuasaan serta berwenang dalam menjatuhkan pidana yang diatas 

namakan Negara karena sebagai penanggung jawab dalam menjaga ketertiban 

umum kepada barang siapa yang melanggar aturan hukum yang telah 

ditegakkan.1 Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana merupakan unsur yang 

melekat dari keseluruhan hukum yang ada dalam suatu Negara, dengan membuat 

aturan dan dasar yang digunakan untuk : 

1. Menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dilarang, serta 

berisi ancaman atau sanksi pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan 

ataupun larangan tersebut. 

2. Menemtukan kapan mereka mendapatkan hukuman sesuai yang telah mereka 

lakukan dilaksanakan. 

3. Menentukan bagaimana hukuman itu dijatuhkan kepada orang yang telah 

diduga melanggar aturan tersebut.
2
 

Hazewinkel-Suringa dalam buku Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum pidana 

merupakan berbagai peraturan hukum yang berisi tentang larangan dan perintah 

atau ketetapan yang mengancam bagi barang siapa yang melanggar peraturan 

tersebut.
3
 

                                                           
1
 Mukhlis R, ―Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru,‖ Jurnal Ilmu Hukum 4, 

no. 1 (2019): 195–212. 
2
 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Erlangga, 2001), 1. 

3
 Andi Hamzah,  Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 4. 
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 Hukum pidana adalah sebagai alat yang bertujuan mengatur keseimbangan 

antara manusia satu dengan yang lainnya, hingga keseimbangan dengan alam 

semesta. Konsep sanksi pidana dalam system hukum pidana nasional masih 

berpegang pada sanksi administrative, penjara, ataupun denda.4 

 

1. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut straafbarfeit kata itu kemudian 

dibagi menjadi 3 kelompok kata ―straaf‖ yang mempunyai arti pidana, ―bar” 

yang mempunyai arti bisa, sedangkan ―feit‖ mempunyai arti sesuatu yang dapat 

dikenakan hukum. Tindak pidana berarti perbuatan yang sudah ditetapkan dalam 

undang-undang dan apabila melakuakn akan berdampak buruk bagi diri sendiri, 

orang lain, dan kelompok lain. Dari arti tindak pidana sendiri berkaitan dengan 

masalah kejahatan (criminal policy).
5
 

Berikut beberapa pendapat para pakar ahli hukum terkait dengan 

pengertian tindak pidana : 

1. Moeljanto, menurutnya tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang 

mengarah pada sifat suatu perbuatan yang dapat melanggar suatu aturan dan 

dapat diancam pidana apabila melanggarnya. Moeljanto menyatakan jika 

rumusan tindak pidana hanya terdapat tiga hal, norma hukum (norm 

addressaat), perbuatan yang dilarang (straafbaar), dan juga ancama pidana 

(straafnaat). Tiga hal yang telah disebutkan tersebut merupakan masalah 

kejahatan yang masuk kategori tindak pidana.
6
 

2. S.R Sianturi, menurutnya tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan 

disuatu tempat, waktu serta keadaan yang dilarang dan terkena ancaman 

pidana oleh Undang-Undang karena perbuatan yang dilakukan bersifat 

melawan hukum dan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang.
7
 

                                                           
4
 Anis Farida, ―Esensi Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia‖ Al-

Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol.5 No.2 (2019) : 1. 
5
 Fitri Ayuningtiyas, ―Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti 

Asuhan Kabupaten Gresik‖ (2022): 110. 
6
 M.H. Dr. Lukman Hakim, S.H. M.H., ―Asas-Asas Hukum Pidana‖ (2020): 133. 

7
 Dr.Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Perpustakaan Nasional,  2017. 
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3. Simons, Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang terancam pidana 

serta bersifat melawan hukum serta berkaitan dengan kesalahan yang 

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
8
 

4. E. Mezger, mengartikan perbuatan tindak pidana merupakan sebagai 

sepenuhnya syarat terjadinya pidana. 

5. J. Bumann, Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang 

dan bersifat melawan hukum serta dilakukan karena kesalahan.
9
 

Berdasarkan dari paparan definisi dari para ahli hukum diatas, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari tindak pidana yang mempunyai arti perbuatan, tindakan, 

melakukan sesuatu yang berakibat merugikan orang lain, kelompok, dan diri 

sendiri dimana perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar hukum perundang-

undangan, dan dapat dikenakan sanksi pidana ataupun denda kepada barang siapa 

yang melakukannya tanpa terkecuali. 

 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Dalam KUHP merincikan terdapat 2 (dua) macam unsur-unsur tindak pidana 

yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 

1. Unsur Objektif 

Merupakan unsur yang berhubungan dengan keaadaan dari perbuatan pelaku 

tindak pidana dilaksanakan. Unsur-unsur objektif ini memuat: 

a.) Sifat melawan hukum (wederrechttelijkheid) ini berarti melakukan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau yang melanggar larangan 

atau peraturan yang telah ditetapkan.sifat melawan hukum ada 2, sifat 

melawan hukum formil (formale wederrechtelijk) dan sifat melawan 

hukum materil (materielewederrechtelijk). 
10

 

b.) Kualitas dari pelaku, seperti misal ―keadaan posisi dari seorang pegawai 

negeri‖ dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau ―posisi 

                                                           
8
 H. Suyanto, S.H., M.H., MKn., Pengantar Hukum Pidana  (2018): 237. 

9
 Sudaryono Surbakti & Natangsa,  HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan 

KUHP Dan RUU KUHP, Muhammadiyah Unversity Press, vol. 39, 2017. 
10

 Dr.Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, 46. 
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sebagai pengurus atau komisaris dari perseroan terbatas‖ dalam kejahatan 

yang diatur dalam Pasal 398 KUHP. 

c.) Kausalitas sebab akibat adalah keterkaitan antara perbuatan sebagai 

dampak sebab dari suatu kenyataan yang disebut akibat. 

 

2. Unsur Subjektif 

Merupakan unsur yang berada dalam diri pelaku. Unsur subjektif tindak 

pidana sebagai berikut: 

a.) Sengaja maupun tidak disengaja (dolus atau culpa) 

b.) Mempunyai maksud atau voornemen di dalam percobaan atau disebut 

poging sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP 

c.) Mempunyai berbagai maksud atau oogmerk seperti contohnya pada 

kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dsb. 

d.) Sudah direncanakan lebih dulu atau voorbedachte raad  contohnya 

pada kejahatan pembunuhan sebagaimana termaktub dalam Pasal 340 

KUHP 

e.) Terdapat perasaan takut atau vress seperti yang terdapat didalam 

rumusan tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 308 

KUHP.
11

 

Dalam Undang-Undang yang terletak pada buku II KUHP mengatur tentang 

rumusan tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan. Beberapa unsur 

tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Unsur tingkah laku 

b. Unsur melawan hukum 

c. Unsur kesalahan 

d. Unsur akibat konstitutif 

e. Unsur keadaan yang mendukung 

f. Unsur syarat tambahan yang dapat dikenakan tuntutan pidana 

g. Unsur syarat tambahan yang dapat memperberat pidana 

                                                           
11

 Anselmus S.J. Mandagie, ―Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh 

Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Anak,‖ Lex Crimen IX, no. 2 (2020): 12–26. 
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h. Unsur syarat tambahan yang dapat menjatuhkan pidana 

i. Objek dalam unsur hukum tindak pidana 

j. Unsur kualitas subjek hukum pidana 

k. Unsur syarat tambahan yang dapat digunakan dalam memperingan 

pidana
12

 

 

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana 

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi jenis 

tindak pidana menjadi 2 pembagian, yaitu kejahtan (misdrijven) seperti yang 

termaktub dalam buku II, dan pelanggaran (overtredingen) yang telah termaktub 

dalam buku III. Selain yang telah disebutkan tersebut, dalam ilmu hukum pidana 

juga mengenal jenis tindak pidana yang lain, yaitu sebagai berikut : 

1. Delik formil dan materil 

Delik formil mempunyai pengertian sebagai delik yang telah dikira sudah 

usai karena telah di lakukan perbuatan yang telah dilaranh serta diancam pidana 

oleh undang-undang. Adapun delik materil mempunya pengertian sebagai delik 

yang dikira sudah usai yang dari perbuatan tersebut menimbulkan akibat dan 

terancam oleh hukuman yang telah ditentukan oleh undang-undang. Seperti 

contohnya Pasal 338 yang mengatur tentang pembunuhan, dan orang yang 

melanggar Pasal 338 ini dapat dikenakan hukuman apabila dari perbuatannya 

dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. 

2. Opzettelijke delicten dan culpooze delicten 

Opzettelijke delicten merupakan tindak pidana yang perbuatannya 

mengandung unsur unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan sendiri terdiri dari tiga 

bentuk: 

1.) Kesengajaan yang mempunyai maksud (Opset als oogmerk), pelaku 

memang benar-benar meginginkan tindakan tersebut dan juga akibat dari 

tindakan itu. 

                                                           
12

 Fitri Ayuningtiyas, ―Proses Penanganan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Panti 

Asuhan Kabupaten Gresik,‖ 28. 
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2.) Kesengajaan yang pasti (opzet bijzekerheidsbewustzijn of 

noodzakelijkheidsbewustzjin), kesengajaan ini baru diangggap ada jika 

tindakan dari pelaku tidak bertujuan berakibat mendasar dari hasil 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku. 

3.) Kesengajaan yang dilakukan dengan kemungkinan sadar (opset 

bijmogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og doluseventualis), 

dimana keadaan ini mempunyai peluang terjadi dan hingga akhirnya 

memang benar-benar terjadi. 

Sedangkan Culpooze delicten merupakan suatu tindaka pidana yang dapat 

dijatuhi hukuman meski dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak adanya 

unsur kesengajaan. 

1. Gewone delicten dan Klacht delicten 

Gewone delicten merupakan suatu perbuatan pidana biasa yang dapat 

dikenakan tuntutan walau tanpa adanya pengaduan. Adapun Klacht 

delicten merupakan perbuatan pidana yang dalam penuntutannya dapat 

dilakukan Karena adanya pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan. 

 

2. Delicta commissionis dan Delicta omissionis 

Delicta commissionis merupakan perbuatan pidana pelanggaran larangan 

yang telah tercantum pada undang-undang. Sedangkan Delicta omissionis 

merupakan perbuatan pidana pelanggaran pada suatu keharusan yang telah 

dimuat dalam undang-undang.
13

 

 

d. Metode Penyelesaian Pidana dalam Peradilan Pidana 

Dasar hukum penyelesaian pidana dalam peradilan pidana adalah UU No 8 

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode penyelesaian 

pidana ini berawal mulai dari ketika terdapat dugaan adanya perbuatan pidana. 

                                                           
13

 Zaitun Hamid Al hamid, ―Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus 
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Penyelidik menerima laporan adanya kejadian pelanggaran hukum tersebut dari 

masyarakat atau adanya kejadian tertangkapnya pelaku.14 

1. Pengertian Penyelidikan 

Penyelidikan adalah tingkat awal dalam proses melakukan penyidikan dan 

tingkatan ini tidak bisa terlepas dari fungsi penyidikan, dikarenakan dalam 

membuktikan bahwa itu adalah tersangka tindak pidana harus melalui tahap 

penyelidikan dahulu guna membuktikan perbuatan dari orang yabg diduga 

bersalah ini termasuk perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan oleh penyelidik 

dengan cara menggabungkan bukti-bukti. fungsi dari tahap penyelidikan ini guna 

melindungi hak asasi manusia, terdapat syarat dan batasan yang selektif dalam 

menggunakan alat-alat pemaksa, selektifnya dalam hal pengawasan serta terdapat 

lembaga ganti rugi dan rehabilitasi dihubungkan dengan semua kejadian tersebut 

dan diamati sebagai tindak pidana maka akan terlihat dengan jelas bentuknya 

sebagai peristiwa tindak pidana. Yang menjadi penyelidik berdasarkan Pasal 4 

KUHAP adalah kepolisian. Dalam hal ini membedakan dengan penyidik, jika 

penyelidik hanya dapat dilakukan oleh aparat kepolisian saja akan tetapi penyidik 

dapat dilakukan oleh semua pegawai negeri sipil yang telah diberi kewenangan 

khusus oleh undang-undang.15 

Penyelidik memiliki kewenangan serta kewajiban yang harus dilaksanakan 

dalam proses penyelidikan, yaitu: 

1. Adanya laporan atau keluhan  atau aduan dari masyarakat kalau apabila 

terjadi pidana (Pasal 5 KUHAP) 

2. Harus mencari keterangan ataupun bukti (Pasal 5 KUHAP) 

3. Memberi perintah untuk seseorang yang dicurigai melakukan perbuatan 

pidana serta bertanya dan juga melakukan pemeriksaan tanda pengenal 

seseorang (Pasal 5 KUHAP) 

                                                           
14

 Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., MH.,  Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang 

Berorientasi Pada Keadilan Restoratif,  (Samudra Biru, Yogyakarta: 2020), 157. 
15
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4. Melaksanakan cara lain sesuai auran hukum serta bertanggung jawab 

(Pasal 5 KUHAP) 

5. Adanya perintah, penyidik berwenang untuk melakukan tindakan 

a. Menangkap, melarang untuk meninggalkan suatu tempat, 

menggeledah serta menahan seseorang 

b. Memeriksa serta menyita surat 

c. Dapat mengambil gambal orang lain atau menyita surat 

d. Membawa seseorang untuk dihadapkan pada penyidik (Pasal 5 

KUHAP) 

6. Penyelidik harus membuat laporan atas tindakan yang telah dilakukannya 

kemudian menyampaikan hasil laporannya tersebut (Pasal 5 KUHAP) 

7. Penyelidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap 

pelaku guna kepentingan penyelidikan (Pasal 16 ayat (1) KUHAP) 

 

2. Pengertian Penyidikan 

Jika semua tahap penyelidikan sudah terpenuhi dan dalam kejadian itu sudah 

diduga merupakan kejadian tindak pidana, maka proses selanjutnya adalah fase 

penyidikan. Perlu diketahui, penyidikan mempunyai arti sebagai seluruh tahapan 

yang dilakukan oleh penyidik yang sesuai dalam undang-undang guna mencari 

serta mengumpulkan bukti dalam memecahkan perkara pidana yang terjadi serta 

untuk dapat menemukan tersangka dari perbuatan pidana itu. Kewenangan 

seorang penyidik diatur dalam Pasal 7 KUHAP jo Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan tersebut 

adalah: 

1. Memperoleh aduan atau laporan dari seseorang bahwa terdapat tindak 

pidana 

2. Saat di tempat kejadian penyidik melaksanakan tindakan pertama 

3. Memberi instruksi kepada tersangka untuk berhenti dan memeriksa 

tanda pengenal tersangka 

4. Menangkap, menahan, menggeledah, serta menyita 

5. Memeriksa sidik jari dan memotret seseorang 
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6. Mendatangkan seseorang untuk didengar serta diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi 

7. Mendatangkan seorang yang ahli yeng dibutuhkan terkait dengan 

perkara yang sedang diperiksa 

8. Memberi arahan untuk berhenti melakukan penyidikan 

9. Melakukan tindakan lain sesuai dengan hukum serta bertanggung 

jawab. 

Hasil dari pemeriksaan tersebut dimasukkan dalam Berita Acara Pidana 

(BAP) lalu dimasukkan dalam satu berkas  dengan surat lainnya. Apabila dalam 

pemeriksaan awal pembuktian terhadap adanya dugaan tindak pidana kurang kuat, 

maka penyidik memberikan arahan untuk melakukan pemberhentian penyidikan 

dengan mengeluarkan Surat Perintah (SP3). Apabila penyidik telah selesai dalam 

penyidikan serta dirasa telah cukup bukti yang dikumpulkan, maka penyidik wajib 

memberikan berkas perkara kepada penuntut umum.
16

 

 

3. Penuntut Umum 

Penuntut Umum merupakan pejabat kejaksaan yang berwenang 

melaksanakan penuntutan serta melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh 

hakim (Pasal 13 KUHAP jo Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 

2004 Tentang Kejaksan). Adapun jaksa yang mempunyai pengertian sebagai 

pejabat yang berwenang berlaku sebagai penuntut umum dan menjalankan 

putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 1 

angka 1 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan). Kejaksaan 

merupakan suatu lembaga pemerintah yang manjalankan kekuasaan Negara pada 

hal penuntutan serta mempunyai kewenangan lain yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang.  

Dalam Pasal 4 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, 

kejaksaan berkedudukan : 
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a. Kejaksaan Agung, kejaksaan agung ini bertempat di Ibukota Negara 

Republik Indonesia serta daerah hukumnya yaitu wilayah kekuasaan 

Negara Republik Indonesia. 

b. Kejaksaan Tinggi, kejaksaan tinggi ini bertempat di ibukota provinsi serta 

daerah hukum yang masuk dalam wilayah  provinsi. 

c. Kejaksaan Negeri, kejaksaan negeri bertempat di ibukota kabupaten/kota 

serta wilayah hukum yang masuk dalam daerah kabupaten/kota. 

Pasal 13 KUHAP mengartikan penuntut umum sebagai jaksa yang berwenang 

melaksanakan penuntutan dan penetapan hakim. Pasal 1 Undang-Undang No 15 

Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kejaksaan menyatakan kejaksaan adalah 

pejabat negara penegak hukum yang mempunyai tugas sebagai penuntut umum 

sebagaimana dalam Pasal 14 KUHAP. Berikut merupakan wewenang Penuntut 

Umum : 

1. Menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan yang berasal dari 

penyidik ataupun penyidik pembantu 

2. Melaksanakan prapenuntutan jika terdapat kurang pada penyidikan dengan 

berdasarkan ketentuan Pasal 110 Ayat 3 dan Ayat 4 KUHAP dengan 

mengarahkan guna mencapai penyelidikan dan penyidikan yang sempurna 

3. Memperpanjang masa penahanan, memberlakukan penahanan lanjutan, serta 

merubah status seorang tahanan apabila perkaranya telah dikimpahkan 

kepada penyidik 

4. Membuat surat dakwaan 

5. Memindahkan perkara ke pengadilan 

6. Memberitahukan terdakwa akan ketentuan serta waktu perkara akan 

disidangkan yang dilengkapi dengan surat panggilan, entah itu kepada 

terdakwa ataupun saksi agar datang pada sidang yang telah dijadwalkan. 

7. Memberikan tuntutan 

8. Demi kepentingan umum, penuntut umum juga berwenang menutup perkara 

9. Melaksanakan cara lain dalam lingkup tugas serta tanggung jawabnya 

sebagai penuntut umum berdasarkan undang-undang 
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10. Menjalankan ketetapan hakim17 

Berkas yang telah diterima Jaksa Penuntut Umum oleh penyidik dirasa 

telah lengkap dan sempurna, maka Jaksa Penuntut Umum melakukan proses 

selanjutnya yaitu tahap penuntuan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum 

melimpahkan berkas perkara itu ke pengadilan yang dilengkapi dengan surat 

dakwaan serta surat pelimpahan perkara.
18

 

 

4. Hakim 

Pasal 1 angka 8 KUHAP mengartikan definisi hakim sebagai pejabat 

peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara. Hakim memiliki tugas 

utama untuk menerima, memeriksa, serta mengadili, dan menyelesaikan perkara 

yang masuk dalam pengadilan. Hakim memiliki kedudukan yang bebas serta 

bertanggung jawab dalam mengadili perkara. Lembaga yang berwenang 

melakukan pengawasan terhadap hakim adalah Mahkamah Agung (MA) dan 

Komisi Yudisial (KY).19 

Perkara pidana diputus, diadili, dan diperiksa oleh 3 majelis hakim ataupun 

dalam jumlah ganjil. Setelash menetapkan majelis hakim untuk memutus, 

mengadili, serta memeriksa perkara di pengadilan, maka dilakukannya penetapan 

hari siding yang biasanya disampaikan oleh penuntut umum ke alamat tempat 

tinggal terdakwa atau di tempat terakhir terdakwa diketahui. 

 

2.  Malpraktik 

a. Pengertian Malpraktik 

Malpraktik mempunyai dua suku kata yang terdiri dari kata mal yang berasal 

dari Yunani yang mempunyai arti buruk dan praktik menurut KBBI berarti 

melakukan suatu kegiatan pekerjaan atau profesi. Dapat disimpulkan bahwa 

malpraktek mempunyai suatu arti sebagai kegiatan menjalankan pekerjaan yang 

bersifat buruk. John M. Echols dan Hasan Shadily dalam buku Kamus Inggris-

                                                           
17

 Dr. Riadi Asra Rahmad, SH. MH., Hukum Acara Pidana,  (Rajawali Press, Depok: 2016), 166. 
18
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Indonesia memberikan arti malpraktik sebagai (1) salah dalam mengobati, 

mengobati pasien dengan cara yang salah. (2) perbuatan yang salah. Malpraktik 

secara istilah berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak 

berdasarkan standar prosedur operasional serta tidak sesuai dengan standar 

profesi, dan membuat pasien mengalami luka-luka, cacat, ataupun meninggal. 

M Jusuf Hanafiah dan Amri Amir memberikan pengertian terhadap 

malpraktik yaitu suatu kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh seorang 

dokter dalam menjalankan profesi atau pekerjaannya hingga membuat pasien yang 

ia tangani terluka. Keteledoran atau kelalaian ini maksudnya kurangnya sikap 

kehati-hatian dalam menangani pasiennya dan berbuat dibawah standar pelayanan 

medis (standar profesi dan standar prosedur operasional). Menurut M Jusuf 

Hanafiah dan Amri Amir unsur dari malpraktek adalah: 

a. Terdapat keteledoran atau kelalaian dalam menjalankan pekerjaannya oleh 

tenaga medis 

b. Perbuatan yang dilakukan tidak sesuai standar prosedur operasional 

c. Terdapat luka berat yang berakibat cacat atau meninggal. 

d. Luka berat yang diperbuat dokter atau tenaga medis karena tidak sesuai 

dengan standar pelayanan medis.
20

 

 

b. Malpraktek Aborsi 

Tenaga medis ataupun dokter yang melakukan malpraktek dalam segi 

hukum (juridical malpractice) terbagi menjadi 3 macam: 

a. Criminal malpractice 

Criminal malpractice merupakan tindakan yang telah sesuai dengan 

rumusan delik pidana: 

(1) Merupakan perbuatan yang buruk (baik positive act maupun negatif 

act) 

(2) Perbuatan tersebut diikuti unsur kesengajaan, kelalaian, dan kealpaan. 

b. Civil malpractice 
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Perbuatan civil malpractice ini terjadi apabila tenaga medis tidak 

melakukan kewajiban atau melakukan perjanjian yang telah disepakati. 

c. Administrative malpractice 

Perbuatan Administrative malpractice dilakukan oleh tenaga medis apabila 

perbuatan perawatan tersebut tidaksesuai dengan hukum administrasi. 

Pemerintah dalam memberlakukan police power memiliki wewenang di 

semua bidang, salah satunya bidang kesehatan. Seperti contohnya dalam 

menjalankan profesinya merawat pasien tenaga medis harus memenuhi 

syarat seperti Surat Izin Kerja dan Surat Ijin Praktik, dan apabila tenaga 

medis melanggar batas wewenang dan kewajibannya maka dapat 

dikenakan sanksi hukuman karena melanggar hukum administrasi.
21

 

 

c. Dasar Hukum Malpraktek 

Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan bahwasanya perbuatan yang dapat 

dikenakan sanksi pidana adalah perbuatan yang telah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, nullum delictum noella poena sine previa lege (tiada delik 

yang dijatuhi pidana tanpa ada peraturan yang mengaturnya). 

Sebagaimana dalam criminal malpractice, di dalam tahap pembuktian 

harus didasarkan dengan telah memenuhi unsur pidana sesuai dengan jenis 

kejahatan malpraktek yang didakwakan dan harus tunduk dengan Hukum Acara 

Pidana yaitu KUHP. Termaktub dalam Pasal 184 KUHP menyebutkan alat bukti 

yang dipergunakan untuk membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan adalah 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Terjadinya malpraktek pidana karena pasien meninggal atau mengalami 

luka berat atau mengalami kecacatan fisik disebabkan kelalain dokter atau tenaga 

medis lainnya dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien tersebut. 

Adapun jenis-jenis malpraktik pidana sebagai berikut: 

a. Malpraktik pidana yang dilakukan karena adanya kesengajaan 

(intensional).seperti halnya pada contoh kasus perbuatan aborsi yang 
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dilakukan tanpa adanya indikasi medis, euthanasia, membeberkan sesuatu 

yang rahasia dalam bidang kedokteran,tidak melakukan upaya pertolongan 

pengobatan pada keadaan darurat. 

b. Malpraktik pidana yang  dilakukan karena adanya kecerobohan atau 

keteledoran (reckligence) adalah suatu tindakan yang melanggar standar 

operasional kesehatan dan standar profesi serta tindakannya itu diikuti 

dengan tidak adanya persetujuan medis. 

c. Malpraktik pidana yang  dilakukan karena adanya kealpaan (negligence) 

seperti contoh persoalan masalah terjadinya luka berat, cacat, ataupun 

kematian pada seseorang disebabkan oleh kelalaian perbuatan dokter 

dengan meninggalkan alat operasi di dalam tubuh korban. 

Terkait dengan malpraktek aborsi, di dalam Pasal 349 KUHP menjelaskan 

bahwa dokter, bidan, ataupun tenaga medis lain yang melakukan atau membantu 

atau turut serta dalam lancarnya tindak pidana aborsi sesuai Pasal 346 KUHP: 

 ―Barang siapa perempuan yang berniat dengan sengaja menggugurkan 

atau membunuh kandungannya atau memberikan perintah terhadap orang lain, 

maka terancam pidana maksimal enam tahun” 

Turut serta dalam lancarnya salah satu yang dijelaskan dalam melakukan 

salah satu tindak pidana seperti yang diterangkan dalam Pasal 347 KUHP: 

―Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh 

kandungan tanpa adanya persetujuan atau izin dari perempuan yang 

mengandung tersebut akan terancam pidana maksimal dua belas tahun. Dan jika 

tindakan tersebut menyebabkan perempuan yang mengandung tersebut meninggal 

maka terancam pidana maksimal lima belas tahun.” 

Dan Pasal 348 KUHP: 

―Barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh 

kandungan perempuan atas izin dan persetujuannya maka diancam dengan 

pidana penjara maksimal limas belas tahun enam bulan. Dan apabila tindakan itu 

mengakibatkan meninggalnya perempuan tersebut maka terancam pidana 

penjara maksimal tujuh tahun.” 
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Maka pidana yang tersebutkan dalam Pasal itu bisa ditambah sepertiganya 

dan juga bisa dicabut hak guna melanjutkan pencarian pada nama kejahatan yang 

dilakukan. 

Ditinjau dari KUHP, segala perbuatan aborsi dalam bentuk apapun, 

indikasi apapun, atau dengan cara apapun dalam keadaan usia kehamilan berapa 

pun itu tetap dikatakan sebagai bentuk tindak kejahatan.
22

 

3. Aborsi Sebagai Tindak Pidana 

a. Tinjauan Umum Aborsi 

Aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja 

ataupun tidak yang disebabkan karena adanya kecelakaan dan perbuatan aborsi 

bukanlah perbuatan yang melawan hukum. Aborsi dikatakan sebagai perbuatan 

melawan hukum apabila aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja dan dapat 

menyebabkan dipidana karena melanggar peraturan perundang-undangan. 

Perbuatan aborsi yang melawan hukum terjadi karena terdapat hubungan antara 

pasien dan dokter yang menyembunyikan perbuatan tersebut. Sejatinya perbuatan 

aborsi itu jelas sangat dilarang, namun Pasal 75 ayata 2 UU No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan mengecualikan larangan melakukan aborsi jika memenuhi 

ketentuan yang menjadi dasar larangan, baik itu yang telah diatur dalam KUHP 

ataupun aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aborsi yang diizinkan 

menurut ketentuan hukum adalah aborsi yang dilakukan sebagai upaya dalam 

menyelamatkan nyawa ibu yang harus dilakukan dengan mengangkat janin yang 

dikandungnya. 

Pasal 76 menegaskan kembali tentang diperbolehkannya aborsi yang 

dikarenakan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan 

beberapa ketentuan syarat dibawah ini: 

a.  Terdapat izin dari ibu hamil ataupun suami dan keluarganya 

b.  Terdapat indikasi medis yang mengharuskan dilakukannya aborsi 

c. Dilakukan oleh tenaga medis sesuai yang telah tercantum dalam UU No 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan 
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Perbuatan aborsi masuk dalam kategori tindak pidana (abortus provocatus 

criminalistis) karena tidak sesuai dengan Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 

KUHP.
23

 

 

b. Bentuk-Bentuk Aborsi 

Adapun bentuk-bentuk aborsi sebagai berikut: 

1. Missed Abortion 

Pada jenis Missed Abortion, janin dalam kandungan meninggal tanpa 

mengeluarkan karena hasil kontrasepsi. Biasanya pada kasus ini diawali 

dengan gejala atau tanda-tanda abortus imminens yang biasanya 

menghilang seketika seusai pengobatan. 

2. Abortus Terapeutik 

Tindakan aborsi ini biasanya dilakukan pada usia kehamilan 12 minggu 

karena telah mempertimbangkan nyawa ibu hamil, dan jika diteruskan 

kehamilan tersebut akan membahayakan nyawa ibu hamil. Seperti 

contohnya perempuan yang menderita penyakit kelainan jantung, atau bisa 

juga dikarenakan janin memiliki kelainan yang membahayakan nyawa ibu 

hamil. 

3. Abortus Septik 

Aborsi ini dilakukan karena terdapat komplikasi infeksi. Komplikasi 

infeksi ini biasanya terjadi akibat aborsi yang dilakukan tidak berdasarkan 

prosedur kesehatan. Pada umumnya infeksi yang terjadi adalah 

endometritis yang dapat berkembang infeksi parametritis dan peritonitis. 

4. Abortus Berulang 

Aborsi ini dilakukan secara berulang sebanyak 3 kali atau bisa lebih, yang 

terajadi pada 3 bulan pertama kehamilan.abortus perulang ini dibagi 

menjadi 2 yaitu abortus berulang primer yang dapat terjadi pada wanita 

hamil yang sbelumnya belum pernah mempunyai anak atau belum pernah 
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mengandung sebelumnya, abortus berulang sekunder terjadi pada wanita 

hamil yang pernah memiliki anak atau pernah mengandung sebelumnya.
24

 

 

c.. Faktor Penyebab Aborsi 

Aborsi pada wanita terjadi karena beberapa factor, yaitu: 

1. Adanya kelainan pada pertumbuhan hasil dari konsepsi. Kejadian ini 

sangat umum yang dapat mengakibatkan keguguran pada kandungan 

sebelum menginjak usi 8 minggu. Beberapa penyebab yang lainnya 

yang mungkin terjadi adalah kelainan kromosom, bisa dari pengaruh zat 

yang berbahaya bagi janin seperti rdaiasi, obat-obatan, tembakau, 

alcohol, serta infeksi virus, dan bisa juga dari lingkungan yang 

membuat menempelnya hasil pembuahan tidak sempurna. 

2. Terjadinya kelainan pada plasenta. Kejadian ini dapat berbentuk 

rusaknya pembuluh darah yang terdapat pada plasenta dikarenakan 

penyakit darah tinggi kronis. 

3. Penyakit kronis yang diderita ibu hamil juga mempengaruhi keguguran 

pada janin, seperti parau-paru, tifus, anemia berat, keracunan, serta 

infeksi virus toxoplasma. 

4. Kelainan pada area kelamin juga dapat mempengaruhi gugurnya 

kehamilan seperti gangguan pada mulut rahim, kelainan pada bentuk 

rahim, mioma uteri, kelainan genetic pada rahim.
25
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d. Aborsi Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Pasal 75 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan 

bahwa : 

1. Barang siapa dilarang melakukan perbuatan aborsi 

2. Larangan yang telah disebutkan dalam ayat (1) terkecualikan pada hal-

hal: 

a.)  Indikasi kedaruratan medis yang diketahui dari usia dini  kehamilan 

yang bisa menyebabkan nyawa ibu ataupun janin terancam, dan yang 

mempunyai penyakit genetik parah atau cacat genetik baik itu dapat 

diperbaiki ataupun tidak hingga membuat calon bayi tersebut sulit 

untuk dapat bertahan hidup di luar kandungan. 

b.) Kehamilan yang dikarenakan perbuatan pemerkosaan dan dapat 

membuat korbannya menderita trauma psikolgis. 

c.) Tindakan yang telah dijelaskan dalam ayat (2) hanya bisa dilakukan 

setelah konsultasi pra tindakan dan diakhiri konsultasi pasca 

tindakan oleh konselor yang mempunyai wewenang dan keahlian 

dibidang tersebut. 

d.) Ketentuan selanjutnya terkait dengan indikasi kedaruratan medis 

serta perkosaan sebagaimana yang telah disinggung dalam ayat (2) 

dan (3) diatur dalam peraturan pemerintah. 

e.) Dalam ketentuan ini yang dimaksud konselor adalah seseorang yang 

telah bersertifikat dalam pelatihan dan pendidikan menjadi konselor. 

Yang menjadi konselor biasanya adalah dokter, psikolog, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, serta seseorang yang memikiki 

keterampilan dalam bidang tersebut. 

Sedangkan Pasal 76 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan 

bahwa sesuai dalam Pasal 75 Aborsi hanya dapat dilakukan apabila: 

1. Usia kandungan yang belum berumur 6 minggu terhitung dari hari 

pertama haid terakhir terkecuali terdapat kedaruratan medis. 
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2. Dilakukan oleh tenaga medis yang telah memiliki kewenangan serta 

terampil yang dibuktikan dengan sertifikat yang telah ditetapkan oleh 

Menteri 

3. Atas izin dari ibu hamil yang bersangkutan 

4. Atas izin suami, kecuali bagi korban pemerkosaan 

5. Penyedia layanan kesehatan yang telah mematuhi persyaratan dan 

ditetapkan oleh Menteri 

KUHP melarang aborsi bagi ibu hamil dan orang yang melakukan aborsi 

yang dapat terjerat sanksi pidana. Dengan diberlakukannya UU No 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan yang didalamnya terdapat aturan tentang aborsi, maka 

pasal-pasal terkait aborsi dalam KUHP sudah tidak berlaku atas dasar Lex 

Specialis Derogat Generalis. Dalam undang-undang ini terdapat pengecualian 

(legalisasi) pada aborsi tertentu yakni apabila aborsi dilakukan untuk 

menyelamatkan ibu hamil ataupun janin yang dikandungnya. Terkait dengan hal 

demikian Pasal 49 ayat (3) UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, memberikan 

ketentuan bahwa wanita mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum 

yang menyangkut fungsi reproduksinya.
26

 

 

e. Aborsi Menurut KUHP 

Di dalam KUHP dijelaskan bahwa barang siapa wanita yang sengaja 

menggugurkan kandungannya atau mengutus orang lain untuk menggugutkan 

kandungannya, maka diancam penjara maksimal empat tahun.  

Sedangkan dalam Pasal 347 KUHP menyatakan bahwa : 

1. Barang siapa yang menggurkan kandungan seorang wanita dengan 

sengaja dan tidak ada izin dari wanita tersebut, maka dipidana penjara 

maksimal dua belas tahun. 

2. Dan apabila karena perbuatan tersebut wanita itu meninggal dunia, 

maka dipidana penjara maksimal lima belas tahun. 
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Pasal 348 KUHP : 

(1) Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan terhadap 

seorang wanita dan mendapatkan izin dari wanita tersebut maka 

dipidana penjara maksimal lima belas tahun enam bulan. 

(2) Dan apabila dari perbuatan tersebut wanita itu meninggal dunia, maka 

dipidana penjara maksimal tujuh tahun. 

Pasal 349 KUHP: 

Apabila seorang dokter, bidan, atau tenaga medis lainnya yang melakukan 

kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 346, atau hanya sekedar membantu salah 

satu kejahatan yang telah dijelaskan di Pasal 347 dan 348, maka pidana yang telah 

disebutkan di dalam pasal itu ditambah sepertiga dan bisa dicabut hak guna 

melanjutkan pencarian dimana kejahatan tersebut dilakukan.
27

 

 

C. Penologi 

1.  Tinjauan Umum Penologi 

Kata Penologi merupakan gabungan dari dua kata, "Penal" ini berasal dari 

bahasa Perancis yang berarti Pidana, atau dalam bahasa latin Poena/Poenalis 

(menjatuhkan hukuman) dan "Logos/Logi" yang mempunyai arti sebagai ilmu 

pengetahuan. Dapat ditarik kesimpulan Penologi merupakan ilmu yang 

mempelajari pengembangan serta pelaksanaan dari pemidanaan. secara ditinjau 

dalam arti yang mendasar Penologi merupakan ilmu (logos) yang membahas 

tentang pidana (penal). Ruang lingkup penologi tidak hanya mencakup suatu 

dalam batas waktu tertentu, maka itu penologi juga dikenal sebagai politik 

criminal (criminale politic, control of crime) yang cakupan pembahasannya tidak 

hanya ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang saja atau suatu wilayah 

negara tertentu, tetapi juga membahas masalah pemidanaan tanpa batas waktu dan 

wilayah. Ilmu Penologi masih berhubungan dengan "Kriminologi" yaitu ilmu 
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yang mempelajari perbuatan kejahatan (sebab, akibat, serta 

penanggulangannya).
28

 

Dalam buku Correction America, problem soft the past and the present 

karya Charles W. Thomas mendefinisikan Penologi sebagai suatu bagian dari 

kriminologi yang hampir mengenai ilmu tentang pidana serta konsekuensinya. 

W.A Bonger menguraikan jika kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari 

penyelidikan tentang kejahatan yang luas (teoritis ataupun murni) yang dari itu 

dari studi kriminologi di bagi menjadi tujuh dan salah satunya adalah penologi, 

yang terfokus pada pengendalian kejahatan. Bisa ditarik kesimpulan bahwa 

penologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang 

penghukuman.  Adanya kejahatan dan respon dari masyarakat hingga 

memunculkan norma/peraturan yang masuk dalam norma hukum adalah sebab-

sebab munculnya hukuman. 

 

2.  Asas-Asas Penologi 

a. Prinsip Dasar Teori Tujuan Penologi 

Terdapat lima teori dalam ilmu Penologi, yaitu: 

1. Teori Retribusi (pembalasan). Teori ini memberikan pandangan bahwa 

pemidanaan itu adalah suatu pembalasan karena kesalahan yang telah dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang yang meninjau perbuatan yang 

menyebabkan munculnya kejahatan. Teori ini mendahulukan sanksi yang 

dijatuhkan dalam hukum pidana karena orang yang menyebabkan suatu kejahatan 

atau orang yang melakukan suatu kejahatan yang menjadi alasan utama 

pembalasan. Jadi dalam teori ini sanksi ada karena untuk memuaskan tuntutan 

keadilan. 

2. Teori Detterence (pencegahan). Teori ini memberikan pandangan jika 

pemidanaan tidak semata-mata ada karena memberikan balasan terhadap pelaku 

kejahatan tetapi bertujuan untuk dapat bermanfaat serta melindungi masyarakat 

demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sanksi dalam teori ini menekankan 

untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan. 
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3. Teori Rehabilitation. Teori ini bertujuan agar hukuman berlaku untuk 

memperbaiki pelaku menjadi seseorang yang taat hukum dan menjadikan dia 

sebagai masyarakat yang produktif. 

4. Teori Incapacitation (inkapasitasi/pelemahan). Teori ini dibenarkan karena 

hukuman ada bertujuan membuat perbuatan kejahatan harus dilemahkan ataupun 

dihapus. 

5. Teori Restoration. Teori ini memberikan tekanan bahwa rugi yang dialami 

oleh korban kejahatan mengharuskan pelaku terlibat dalam restitusi keuangan 

serta dalam pelayanan masyarakat agar dapat mengkompensasi korban serta 

masyarakat guna membuat mereka utuh kembali. 

 

b. Tujuan Penologi 

Penologi adalah bagian dari ilmu kriminologi yang memuat tentang prinsip-

prinsip dari pemidanaan, manajemen penjara, reformasi, serta unit-unit 

penghukuman lainnya. Dulu penologi hanya mengedepankan pemidanaan sebagai 

konsekuensi atas kesalahan yang telah diperbuat, namun seiring 

perkembangannya diperluas lagi yang memuat kebijakan-kebijakan yang bukan 

hanya menghukum pelaku, tetapi juga mempelajari masa percobaan, pengobatan 

(medical treatmen) serta pendidikan dalam penyembuhan serta rehabilitasi. 

Penologi dalam hukum pidana sangatlah penting, karenanya menentukan 

pemberian sanksi pada pelaku apakah berhasil atau tidak, sanksi apa yang tepat 

untuk pelaku, dan bagaimana pelaksanaan dari sanksi tersebut merupakan sasaran 

dari ilmu penologi.
29

 

 

3. Penologi Dalam Tindak Pidana Aborsi 

Tindak pidana aborsi secara umum diatur di dalam KUHP dan secara 

khusus diatur di dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Keduanya 

akan menjadi pedoman dalam pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan 

tindak pidana tersebut. Dalam menjatuhkan putusannya, hakim menerapkan asas 
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lex spesialis derograt lexi generalis yang berarti hukum yang khusus 

mengalahkan hukum yang umum, maka dari itu hakim saat menjatuhkan putusan 

tentang tindak  pidana aborsi yang dilakukan oleh dokter, bidan, atau tenaga 

medis lainnya haruslah menggunakan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan. Tidak hanya seputar undang-undang yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, tetapi juga harus 

menggunakan hati nuraninya dengan melihat dari sisi kemanusiaan ataupun 

sosisologisnya guna meraih tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, serta 

membawa manfaat bagi masyarakat karena dengan adanya putusan dan penerapan 

sanksi yang telah sesuai dengan perundang-undangan.
30

 Di dalam 

pertimbangannya hakim juga harus melihat fakta dalam persidangan dan syarat 

seseorang dapat dijatuhi pidana yaitu syarat subjektif dan objektif, setelah 

semuanya terpenuhi hakim akan mempertimbangkan hal yang dapat memberatkan 

dan meringankan saat putusan dijatuhkan. 

Seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat, tujuan pemidanaan 

berkembang dan menyesuaikannya. Dalam perkembangannya tersebut tujuan 

pemidanaan berubah dari waktu ke waktu. Saat ini tujuan pemidanaan bermacam-

macam, yang asalnya hanya untuk penjeraan terhadap pelaku pelanggar hukum 

serta kepada orang yang memiliki potensi menjadi penjahat. Namun saat ini, 

tujuan pemidanaan mempunyai sifat bahwa pidana sebagai pembinaan terhadap 

pelaku pelanggar hukum dan bukan hanya sebagai syarat pemenjaraan. Para ahli 

hukum mengkategorikan tujuan pemidanaan ke dalam 3 kelompok, yaitu: 

1.) Memperbaiki kepribadian yang jahat 

2.) Membuat jera seseorang 

3.) Dan membuat seseorang tidak mampu melakukan kejahatan lagi
31
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4. Penologi Dalam Hukum Pidana Islam 

Islam memandang suatu pemidanaan sebagai teori yang berasal dari Tuhan 

sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur‘an. Sesuai dengan kajian yang telah 

dilakukan oleh para ahli hukum pidana Islam terhadap nas-nas ajaran agama 

Islam, maka dirumuskan beberapa tujuan pemidanaan sebagai berikut : 

a. Pembalasan (al-Jaza’) 

Dalam teori pembalasan (al-Jaza’) ini mengartikan sebagai pelaku harus dijatuhi 

pembalasan yang sesuai dengan apa yang telah ia perbuat tanpa menimbang 

hukuman tersebut mempunyai manfaat bagi dirinya ataupun masyarakat. 

Sebanding dengan konsep keadilan bahwa seseorang akan mendapatkan balasan 

sesuai dengan yang telah ia perbuat. Berdasarkan penjelasan tersebut berhubungan 

dengan firman Allah Swt : 

ِّٛئَ  ٔ ؤُا عَٛئِّخٍَ عَ
جَض ٰۤ َٔ ٍَ ْٛ ًِ هِ ّٗ لََ ٚذُِتُّ انظه ِ ۗاََِّ ِٗ عَهَٗ اللّٰه اصَْهَخَ فَبجَْشُ َٔ ٍْ عَفَب  ًَ ب ۚفَ َٓ ثهُْ ٓٗخٌ يِّ  

 

―Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa 

yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka 

pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.‖
32

 

Dalam penjelasan ayat Al-Qur‘an diatas menguraikan tujuan dari hukuman 

sebagai suatu pembalasan seseorang atas perbuatannya yang telah melanggar 

hukum dan aturan. Alasan dijatuhkannya hukuman sebagai suatu pembalasan 

terhadap perilaku kejahatan adalah sebagai kekerasan suatu hukuman dan 

sepatutnya hukuman itu diberikan kepada pelaku kejahatan. 
33

 

b. Pencegahan  (az-Zajr) 

Pada tujuan pemidanaan ini diharapkan agar perbuatan tindak pidana tidak terjadi 

lagi. Al-Qur‘an telah memberikan petunjuk terkait konsep tujuan pemidanaan ini, 

yaitu: 
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 ٌَ ْٕ َٚشْجِعُ ىْ  ُٓ ىْ ثِبنْعَزاَةِ نعََهَّ ُٓ  َ اخََزْ َٔ بۗ  َٓ ٍْ اخُْزِ َٙ اكَْجَشُ يِ ِْ َٚخٍ الََِّ 
ٍْ ا  ىْ يِّ ِٓ ْٚ يَب َشُِ َٔٗ٤  

 

Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat itu) 

lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada mereka 

azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
34

 

Dari ayat tersebut diatas memberikan pemahaman terhadap apa yang Allah Swt 

kehendaki terhadap manusia di dunia bertujuan tidak untuk menyiksa, melainkan 

memberikan peringatan kepada semua manusia agar menjauh dari perbuatan-

perbuatan yang menyesatkan. Dalam tujuan pencegahan ini akan melihat dari dua 

aspek yaitu pencegahan secara umum yang memang ditujukan kepada masyarakat 

dan pencegahan secara khusus yang ditujukan kepada pelaku agar mencegah 

pelaku mengulangi kejahatannya tersebut. para fuqaha memberikan justifikasi 

pada hukuman yang telah ditentukan. Al-Mawardi menguraikan konsep hudud 

sebagai hukuman yang mempunyai tujuan mencegah dari perbuatan yang 

bertentangan dengan syariat islam, agar segala larangan-Nya dipatuhi dan apa 

yang diperintahkan-Nya diikuti. 

Dalam pelaksanaan hukuman ini sesuai dengan firman Allah Swt : 

 ْٙ ب سَأفَْخٌ فِ ًَ ِٓ لََ رأَخُْزكُْىْ ثِ َّٔ ب يِبئخََ جَهْذحٍَ ۖ ًَ ُٓ ُْ ادِذٍ يِّ َٔ ا كُمَّ  ْٔ ْٙ فبَجْهِذُ اَِ انضَّ َٔ اََِٛخُ  ِ انَضَّ ٌَ ثِبللّٰه ْٕ ُْزىُْ رإُْيُُِ ٌْ كُ ِ اِ ٍِ اللّٰه ْٚ دِ

إْيُِِْٛ  ًُ ٍَ انْ ىِٕفَخٌ يِّ ب طَبٰۤ ًَ ُٓ ذْ عَزاَثَ َٓ نْٛشَْ َٔ خِشِۚ  وِ الَْ  ْٕ انَْٛ َٔ ٍَٕ  

 

―Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 

seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu 

untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan 

hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh 

sebagian orang-orang mukmin.‖
35

 

Berdasarkan ayat tersebut para ulama berpendapat bahwa jenis hukuman apapun 

dibolehkan pelaksanaannya secara terbuka, bahkan ada yang berpendapat bahwa 

                                                           
34

 Al-Qur‘an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, Az-zukhruf :48. 
35

 Ibid, Al-Qur‘an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, An-Nur: 2. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

38 
 

 
 

hukuman hudud pasti dilakukan secara terbuka dengan tujuan untuk mencegah 

orang-orang melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh Allah Swt. Kemudian 

salah satu hal yang mendorong adanya tujuan pencegahan dalam hukum pidana 

Islam adalah penguguran pantas atau tidaknya pelaku sebagai saksi dalam 

pengadilan.
36

 

c. Pemulihan (al-Islah) 

Asas ini bertujuan agar hukuman menurut hukum pidana Islam dapat memulihkan 

pelaku dari kehendaknya untuk melakukan suatu kejahatan. para fuqaha melihat, 

asas inilah yang menjadi tujuan utama dalam pemidanaan Islam. Sebagaimana 

firman Allah Swt : 

ا  َٔ َٔ ىْ ۖ ُٓ طَعَبيُكُىْ دِمٌّ نَّ َٔ تَ دِمٌّ نَّكُىْ ۖ رُٕا انْكِز  ْٔ ُ ٍَ ا ْٚ طَعَبوُ انَّزِ َٔ  
ذُۗ ٛجِّ  وَ ادُِمَّ نكَُىُ انطَّ ْٕ ذِ انََْٛ  ُ إْيِ ًُ ٍَ انْ ذُ يِ  ُ ََ ذْ ًُ انْ

ٍَّ اُ  ُْ ْٕ ًُ ُ ْٛز رَ ٍْ قجَْهِكُىْ اِرآَ ا  تَ يِ رُٕا انْكِز  ْٔ ُ ٍَ ا ْٚ ٍَ انَّزِ ذُ يِ  ُ ََ ذْ ًُ انْ َٔ ٌٍۗ ْ٘ٓ اخَْذاَ لََ يُزَّخِزِ َٔ  ٍَ ْٛ فِذِ ْٛشَ يُغ  ٍَ غَ ْٛ ُِ َِ ٍَّ يُذْ ُْ سَ ْٕ جُ

 ٍَ ْٚ غِشِ ٍَ انْخ  خِشَحِ يِ َٕ فِٗ الَْ  ُْ َٔ ۖ ّٗ هُ ًَ ٌِ فقََذْ دَجظَِ عَ ب ًَ ْٚ ٍْ َّٚكْفشُْ ثِبلَِْ يَ َٔ ࣖ٘  

 

―Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan 

(sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi 

mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga 

kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-

perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci 

sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, 

tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan 

gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya 

dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.‖ 

Menurut fuqaha asas ini adalah tujuan dari adanya hukuman pengasingan ataupun 

penjara, menurut mereka asas ini akan terus dilanjutkan dalam penerapan 

hukuman hingga pelaku benar-benar bertaubat. Menurut Mazhab Maliki dan 

Mazhab Zahiri yang memandang tujuan dari asas ini yang berlaku pada hukuman 

terhadap perampok. Al-Qur‘an menegaskan bahwa terdapat empat jenis hukuman 

yang dijatuhkan terhadap perampok yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan 

ataupun kaki, dan diasingkan. Penafsiran ayat ini menurut mereka hukuman tidak 
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harus di laksanakan satu-satu sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam ayat 

tersebut sebaliknya menurut mereka hukuman tersebut adalah jalan alternative 

bagi hakim dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan pelaku 

perbuatan pidana tersebut. 

Asas ini mempunyai tujuan  dalam pelaksanaan hukuman takzir yaitu untuk 

memperbaiki pelaku pidana. Walaupun hukuman seumur hidup diperbolehkan 

tetapi alangkah baiknya berhenti diterapkan jika pelaku memperbaiki sikapnya 

dan diyakini tidak mengulangi perbutan pidananya lagi. Akan tetapi, tujuan ini 

juga memiliki dampak yang kurang efektif bagi pelaku yang telah terbiasa atau 

ahli dalam melakukan suatu tindak pidana, seseorang yang seperti itu akan sulit 

dalam masa pemulihan terhadap dirinya.
37

 

d. Restorasi (al-Isti’adah) 

Asas ini bertujuan dalam mengembalikan keadaan seperti semula terhadap 

korban, pelaku, dan membuat pelaku bertanggungjawab sebagai usaha 

memperbaiki kesalahn yang telah ia lakukan. Dalam Islam tujuan ini telah 

ditegaskan dalam ayat Al-Qur‘an yang menyinggung soal diyat yang dijadikan 

sebagai pengganti dari pelaksanaan hukuman qishas  jika korban telah memaafkan 

perbuatan pelaku. 

Korban yang telah memberikan maaf terhadap pelaku pidana yang diganti 

denganpemberian diyat adalah rekonsiliasi keadaan yang dapat menghapus rasa 

dendam antara pelaku dan korban yang bertujuan untuk menciptakan kembali rasa 

perdamaian.
38

 

B.  Hukum Pdana Islam 

Hukum Pidana Islam adalah bagian dari syariat yang tidak dapat dipisahkan dan 

berlaku semenjak Rasulullah SAW diutus, maka dari itu berlaku pada masa 

Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Hukum Pidana dalam syariat Islam berlaku 

sebagai hukum publik yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah 
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sebagai penguasa yang sah atau ulil amri yang pada waktu itu dirangkap oleh 

Rasulullah SAW sendiri kemudian digantikan oleh Khulfaur Rasyidin. 

Berlakunya Hukum Pidana Islam Sebagaimana Firman Allah SWT : 

تَ  ْٛكَ انْكِز  َْضَنَُْبٰۤ اِنَ اَ  َٔ قًا لِّمَا بيَْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَليَْهِ فَاحْكُمْ    بيَْنهَُمْ بِمَآ وَانَْزَلْنَآ اِليَْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

ا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَ  ُ وَلََ تتََّبِعْ اهَْوَاۤءَهُمْ عَمَّ ةً انَْزَلَ اللّٰه ُ لَجَعَلكَُمْ امَُّ مِنْهَاجًا ِّۗوَلوَْ شَاۤءَ اللّٰه قِِّّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّ

ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيْعًا فيَُ  لٰكِنْ لِّيبَْلوَُكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتبَقِوُا الْخَيْرٰتِِّۗ اِلَى اللّٰه احِدَةً وَّ ٨٤تخَْتلَِفوُْنََۙ  نَبئِّكُُمْ بِمَا كُنْتمُْ فيِْهِ وَّ  

 

―Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur‘an) kepadamu (Nabi Muhammad) 

dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan 

sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, 

putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan 

janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) 

kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami 

berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia 

menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang 

karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam 

berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia 

memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.‖
39

 

Hukum Pidana Islam diterapkan bagi semua penduduk baik muslim maupun non 

muslim oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan 

oleh Muslim dari Jabir Ibnu Abdillah bahwa Rasulullah SAW telah merajam 

seorang laki-laki dari suku Aslam, yakni Ma‘iz bin Malik, dan seorang laki-

lakiberagama Yahudi serta seorang wanita Juhainah. Selain itu, beberapa kasus 

kejahatan seperti pencurian, penuduhan zina, Pembunuhan dan perampokan telah 

diputus oleh Nabi dengan berbagai jenis hukuman yang bersumber dari wahyu Al-

Qur‘an. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Nabi ini kemudian 

dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar. Kasus tindak pidana minuman keras 

misalnya pada masa Abu Bakar telah diputus sanksi yang sama dengan vonis yang 

dijatuhkan oleh Nabi, yaitu dengan empat puluh kali cambukan. 

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan kata Fiqh Jinayah, yang terdiri dari 

dua kata yaitu Fikih dan Jinayah. Pengertian Fikih secara bahasa itu berasal dari 
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lafal “faqiha, yafqahu fiqhan" yang mempunyai arti mengerti, paham. Sedangkan 

secara istilah menurut Abdul Wahab Khallaf merupakan suatu himpunan hukum 

syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan 

jinayah menurut bahasa merupakan nama bahi hasil perbuatan seseorang yang 

buruk dan apa yang telah diusahakan, sedangkan menurut istilah jinayah 

sebagaimana menurut Abdul Qadir Audah merupakan suatu istilah perbuatan 

tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. Maka dari itu yang dimaksud dengan 

Fiqh Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau 

perbuatan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang telah mukallaf (orang 

yang mampu dibebani kewajiban).
40

 

1. Tindak Pidana (Jarimah) 

Dalam upaya menyelesaikan masalah bagi umat manusia, syariah mengambil dua 

pendekatan, baik dengan menegaskan unsur-unsurnya dan membangun 

landasannya atau menolak ketidakharmonisan yang sebenarnya atau yang 

diharapkan. Semua perintah syariat itu mempunyai tujuan dalam mewujudkan 

kemaslahatan dan semua larangannya. Jika kita bertanya kepada orang awam 

tentang apa itu kejahatan (Jarimah), maka akan muncul dalam benak mereka 

perbuatan yang dilarang yang melibatkan kecaman, celaaan, dan kejahatan. 

Begitu pula, kejahatan atau Jarimah dalam bahasa Arab secara literal 

mengandung arti perbuatan yang bertentangan dengan keadilan serta 

menyimpang. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran : 

  

انْ  َٔ ُْخَُقَِخُ  ًُ انْ َٔ  ّٖ ِ ثِ ْٛشِ اللّٰه مَّ نِغَ ِْ يَبٓ اُ َٔ ْٚشِ  ُْضِ نَذْىُ انْخِ َٔ انذَّوُ  َٔ ْٛزخَُ  ًَ ْٛكُىُ انْ يَذْ عَهَ ْٛذَخُ دُشِّ انَُّطِ َٔ َٚخُ  زشََدِّ ًُ انْ َٔ رحَُ  ْٕ قُ ْٕ ًَ

اَ  َٔ تِ  َُ يَب رثُِخَ عَهَٗ انُُّ َٔ زىُْۗ  ْٛ يَبٓ اكََمَ انغَّجعُُ الََِّ يَب ركََّ ا َٔ ْٔ ٍَ كَفَشُ ْٚ وَ ٚىَِٕظَ انَّزِ ْٕ  انََْٛ
نِكُىْ فغِْقٌۗ ا ثِبلَْصَْلََوِۗ ر  ْٕ ًُ ٌْ رغَْزقَْغِ

 َٔ  ْٙ زِ ًَ ْٛكُىْ َعِْ ذُ عَهَ ًْ ًَ ارَْ َٔ َُكُىْ  ْٚ هْذُ نكَُىْ دِ ًَ وَ اكَْ ْٕ ٌِۗ انََْٛ ْٕ اخْشَ َٔ ُْىْ  ْٕ ُْٚكُِىْ فلَََ رخَْشَ ٍْ دِ ًُْٚبۗ يِ عْلََوَ دِ ْٛذُ نكَُىُ الَِْ ٍِ سَضِ ًَ فَ

ْٛىٌ  دِ سٌ سَّ ْٕ َ غَفُ ٌَّ اللّٰه ثىٍٍْۙ فَبِ ِ ْٛشَ يُزجََبَِفٍ لَِّ خٍ غَ ََ ًَ ْٙ يَخْ ٖاضْطُشَّ فِ  
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―Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging 

hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, 

yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang 

(sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. 

(Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu 

perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk 

(mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, 

tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 

untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam 

sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin 

berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang .
41

 

 

Kata Jarimah juga berarti perbuatan dengan niat jahat, dosa, dan kesalahan. 

َُّكُىْ شِقَبقِ  وِ لََ َٚجْشِيَ ْٕ قَ  ٚ ُْكُىْ َٔ طٍ يِّ ْٕ وُ نُ ْٕ يَب قَ َٔ هِخٍ ۗ وَ ص  ْٕ ْٔ قَ دٍ اَ ْٕ ُْ وَ  ْٕ ْٔ قَ حٍ اَ ْٕ وَ َُ ْٕ ثمُْ يَبٓ اصََبةَ قَ ْٛجكَُىْ يِّ َِ ُّٚ ٌْ  ْٙٓ اَ

ْٛذٍ  ٤٨ثجَِعِ  

 

―Wahai kaumku, janganlah sekali-kali pertentanganku (denganmu) menyebabkan 

apa yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh juga menimpamu, 

sedangkan (tempat dan masa kebinasaan) kaum Lut tidak jauh dari kamu.‖
42

 

Ayat di atas menunjukkan bahwa secara harfiah, jarîmah (kejahatan), menurut 

Abu Zahrah, adalah perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dilarang. 

meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun, 

pengertian kejahatan ini agak umum, karena ma'shiyyah (dosa berat, pelanggaran 

berat), ithmun (kesalahan), dzanbun (dosa) dan khatha' (kesalahan) memiliki 

pengertian yang sama.33 Secara teknis, kata jarîmah (kejahatan) dapat 

didefinisikan sebagai larangan hukum yang dijatuhkan oleh Allah swt, yang 

pelanggarannya memerlukan hukuman baik dengan Larangan hududhukum atau 

ta'zîr . Sifat ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu perbuatan (perbuatan dan 

kelalaian) akan menjadi suatu kejahatan apabila secara hukum ditetapkan sebagai 

suatu kejahatan, baik secara tegas maupun tidak langsung secara tersirat. Hal ini 
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sesuai dengan prinsip hukum karena tindakan orang yang berakal saja tidak ada 

artinya tanpa (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali). Adapun 

hukuman, Islam telah menetapkan 

bahwa setiap kejahatan memiliki hukuman tertentu, baik di dunia ini maupun di 

akhirah (akhirat). Sementara hukuman di akhirah adalah urusan Allah Swt, 

hukuman di dunia ini ada di tangan pemerintah, atau siapa pun yang memiliki 

kekuasaan atas rakyatnya. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa ayat dalam 

Al- Qur'an : 

ّٗ عَزاَثًب َُّكْشًا  ثُ ّٖ فَٛعَُزِّ ٗ سَثِّ ّٗ ثىَُّ ٚشَُدُّ اِن  ثُ فَ َعَُزِّ ْٕ ٍْ ظَهَىَ فغََ ب يَ ٤٨قَبلَ ايََّ  

 

Dia (Zulqarnain) berkata, “Adapun orang yang berbuat zalim akan kami hukum. 

Lalu, dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian, Dia mengazabnya 

dengan azab yang sangat keras.
43

 

ٖ فَٛضُِهَّكَ   ٕ َٓ لََ رزََّجِعِ انْ َٔ ٍَ انَُّبطِ ثِبنْذَقِّ  ْٛ ْٛفَخً فِٗ الَْسَْضِ فَبدْكُىْ ثَ كَ خَهِ  ُ دُ اََِّب جَعَهْ ٗٔ ٍَ داَ ْٚ ٌَّ انَّزِ ِ ۗاِ ْٛمِ اللّٰه ٍْ عَجِ عَ

ْٚذٌ ۢ ىْ عَزاَةٌ شَذِ ُٓ ِ نَ ْٛمِ اللّٰه ٍْ عَجِ ٌَ عَ ْٕ وَ انْذِغَبةِ َٚضِهُّ ْٕ ا َٚ ْٕ ب َغَُ ًَ ٕٙࣖ ثِ  

 

“Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. 

Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah 

mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang 

berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan. ”
44

 

Secara keseluruhan, definisi kejahatan dalam syari'ah identik dengan definisi 

yang diberikan untuk kejahatan dalam hukum modern, yang terutama 

didefinisikan sebagai tindakan yang dinyatakan salah, atau kelalaian dari apa yang 

diperintahkan ketika hukuman ditetapkan oleh hukum. Namun demikian, 

perbedaan antara kedua sistem ini tidak dapat diabaikan. Sejauh menyangkut sifat 

hukum pidana Islam (al-syarî'ah) , pentinguntuk dicatat bahwa hukum pidana 

Islam pada dasarnya bersifat preventif dan tidak hanya didasarkan pada hukuman 

keras sebagai upaya pertama: melainkan hukuman yang lebih keras. 
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diimplementasikan sebagai alat terakhir. Hukum Islam mempertimbangkan 

beberapa langkah40 dalam menanganikejahatan sebelum menjatuhkan hukuman 

kepada pelakunya:  

a. Pertama adalah keyakinan akan adanya Tuhan dan akhirat. Hal ini berkaitan 

dengan praktik 'ibâdât, yaitu cara komunikasi dengan Tuhan. Dengan ibâdâh, 

meningkatkan kesadaran diri akan adanya Yang Maha Kuasa, yang nantinya akan 

menghindarkan orang tersebut dari perbuatan haram dan membersihkan penyakit 

batin. Fungsi shalat jika dilakukan dengan sempurna akan menghasilkan 

kebaikan, ―Sesungguhnya salat itu mencegah kemaksiatan dan kemungkaran‖ . 

mengingat Allah Swt dan dijadikan untuk mengingatkan dirinya bahwa dia tidak 

sepenuhnya bebas dan mandiri di dunia ini tetapi adalah hamba Tuhan Yang 

Maha Esa, dan Tuhannya adalah Dia Yang mengetahui perbuatannya yang 

terbuka maupun tersembunyi, bahkan tujuan dan niat yang paling rahasia hatinya, 

dan suatu saat pasti akan tiba ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua 

perbuatannya. Ini adalah upaya terakhir yang diambil oleh hukum Islam untuk 

mengekang asimilasi kejahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sifat 

pemidanaan harus mencegah orang yang melakukan kejahatan dan orang yang 

memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan yang sama. Saat 

menjatuhkan hukuman pada pelaku, penting untuk dipahami bahwa hukuman 

dalam hukum Islam ditujukan semata-mata untuk perbaikan pelaku. Shalat (doa), 

shaum (puasa) dan zakat (sedekah) juga mencegah seseorang untuk melakukan 

kejahatan, seperti yang dikatakan Nabi (saw) bahwa ―puasa adalah perisai bagi 

seorang Muslim, terutama terhadap hawa nafsu. Sedangkan zakat adalah untuk 

membangun masyarakat di mana keadilan sosial dan pemerataan distribusi akan 

berlaku sehingga sebagian masyarakat tidak mendiskriminasi dan makmur 

dengan mengorbankan masyarakat lainnya. Dengan demikian, agama akan 

membimbing individu melalui kehidupannya, baik dalam hal yang benar maupun 

yang salah Diriwayatkan bahwa ―seorang pria mendekati Nabi mengatakan 

bahwa dia telah melakukan Nabi menghindarinya. Pria itu mengulangi kata-

katanya tiga kali dan setiap kali Nabi menghindarinya. Kemudian tibalah waktu 
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sholat setelah sholat dilakukan laki-laki itu mendekati Nabi untuk keempat 

kalinya mengakui kejahatannya (ta'zîr). Kemudian Nabi berkata: "Apakah Anda 

tidak melakukan wudhu dan berdoa dengan kami sekarang?" Pria itu menjawab 

dengan tegas. Nabi berkata: "Kamu diampuni, karena melakukan shalatmu 

dengan cara terbaik dengan sendirinya merupakan penebusan dosamu." 

b. Kedua, memerintahkan tegaknya keadilan dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Ini termasuk tindakan memerintahkan yang benar dan melarang yang 

salah. Aspek ini bertujuan untuk membangun masyarakat. 

c. Ketiga, untuk mengekang asimilasi kejahatan melalui hukuman. untuk 

mengingatkan dirinya lagi dan lagi bahwa dia tidak sepenuhnya bebasdan 

mandiri di dunia ini tetapi adalah hamba Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhannya 

adalah Dia Yang mengetahui perbuatannya yang terbuka maupun tersembunyi, 

bahkan tujuan dan niat yang paling rahasia hatinya, dan suatusaat pasti akan tiba 

ketika dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.Ini adalah upaya 

terakhir yang diambil oleh hukum Islam untuk mengekangasimilasi kejahatan 

dalam masyarakat. Oleh karena itu, sifat pemidanaan harus mencegah orang yang 

melakukan kejahatan dan orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan 

kejahatan serupa. Saat menjatuhkan hukuman pada pelaku, penting untuk 

dipahami bahwa hukuman dalam hukum Islam ditujukan semata-mata untuk 

perbaikan pelaku.
45

 

2. Pembagian Hukuman 

Hukum Islam mengkategorikan kejahatan berdasarkan tingkat hukuman yang 

dilihat dari berat ringannya kejahatan dan ancaman pada mashlahah. Hukuman 

dalam hokum Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hukuman Pertama 

hudud dan ta’zir, dan yang kedua qishash dan ta’zir. Dalam pengelompokan ini 

diatur dengan prinsip yang berbeda, walaupun pada dasarnya semua 
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pengelompokan ini menaati prinsip-prinsip umum sebagaimana yang telah 

ditetapkan dalam sumber-sumber hokum Islam. Pengelompokan ini berasal dari 

dua aturan dasar 

a. Hukum Islam (al-syaria’ah) fokus terhadap perlindungan masyarakat 

terhadap kejahatan dengan mengabaikan pribadi pelaku karena 

memastikan kepentingan umum terjaga daripada kepentingan pribadi. 

Hukum Islam (al-syariah) sangatlah selektif terkait dengan hukuman dan 

pelanggaran yang berhubungan dengan kelompok hukuman ini sangat 

berat dan apabila lalai dalam menanganinya akan menyebabkan penurunan 

kepercayaan dan kekacauan dalam masyarakat. Kejahatan dalam 

kelompok hukuman ini sangat jarang tetapi standar dalam pembuktiannya 

sangat tinggi dan perlu ketelitian dalam membuktikannya. 

b. Aturan yang berhubungan dengan kepribadian pelaku dan ditujukan 

memang untuk memperbaiki diri pelaku. Pengadilan mempunyai 

wewenang untuk mempertimbangkan hukuman serta keadaan pelaku dan 

penyebab dari tindak kejahatan pelaku.  Apabila keadaan dan penyebab 

dari tindakan kejahatan pelaku tidak menjamin keringanan hukuman, maka 

pengadilan harus memberikan hukuman yang sesuai. Tetapi jika 

diperlukan keringanan dalam hukuman, maka kepribadian, karakter,  dan 

perilaku pelaku perlu dipertimbangkan. 

Adanya kedua aturan tersebut penting apabila mashlahah ingin dicapai. Tindakan 

pencegahan, hukuman, serta pembatasan harus dilakukan yang berfungsi sebagai 

upaya memperbaiki kondisi seseorang untuk kesejahteraan mereka tanpa kurang 

ataupun lebih. Jika tidak sesuai, perbaikan tidak akan tercapai dan malah menjadi 

suatu balas dendam dan bukan hukuman.
46

 Berikut adalah pembagian hukuman : 

 

                                                           
46

 Marli Candra, ―The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology,‖ 

Al-’Adalah 15, no. 2 (2019): 352-356. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

47 
 

 
 

1. Hadd (Hukuman) 

Hadd menurut bahasa adalah batas atau batasan, kata ini sering digunakan dalam 

literatur Islam sebagai batasan perbuatan yang akan dikenakan hukuman untuk 

kejahatan yang berat. Dalam bahasa Arab, kata Hadd mempunyai arti pemisahan 

antara dua hal yang diperbolehkan dan dilarang. Sebagaimana firman Allah Swt : 

ٍَّ ۗ عَهِىَ  ُٓ َْزىُْ نِجَبطٌ نَّ اَ َٔ ٍَّ نِجَبطٌ نَّكُىْ  ُْ ىِٕكُىْ ۗ  ٗ َغَِبٰۤ
فثَُ انِ  َٛبوِ انشَّ َِّ ْٛهَخَ ان َْفغَُكُىْ فزَبَةَ  ادُِمَّ نكَُىْ نَ ٌَ اَ ْٕ ُْزىُْ رخَْزبََُ ُ اَََّكُىْ كُ اللّٰه

ا ْٕ اثْزغَُ َٔ  ٍَّ ُْ ْٔ ٍَ ثَبشِشُ ُْكُىْ ۚ فَبنْ ـ  عَفَب عَ َٔ ْٛكُىْ  ٍَ  عَهَ ْٛظُ الَْثََْٛضُ يِ ٍَ نكَُىُ انْخَ ا دَزهٗ َٚزجَََّٛ ْٕ اشْشَثُ َٔ ا  ْٕ كُهُ َٔ ُ نكَُىْ ۗ  يَب كَزتََ اللّٰه

 ٌٍَۙ ْٕ كِفُ َْزىُْ ع  اَ َٔ  ٍَّ ُْ ْٔ لََ رجَُبشِشُ َٔ ْٛمِۚ  َٛبوَ اِنَٗ انَّ َِّ ٕا ان ًُّ ٍَ انْفَجْشِۖ ثىَُّ ارَِ دِ يِ َٕ ْٛظِ الَْعَْ جِذِ ۗ رِهْكَ انْخَ غ  ًَ ِ فلَََ   فِٗ انْ دُ اللّٰه ْٔ دُذُ

 ٌَ ْٕ َّقُ ىْ ٚزَ ُٓ ّٖ نِهَُّبطِ نعََهَّ زِ  ٚ ُ ا  ٍُ اللّٰه نِكَ ٚجَُِّٛ َْبۗ كَز  ْٕ ٤٨ٔرقَْشَثُ  

 

―Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah 

pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa 

kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan 

memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah 

ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) 

antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah 

puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu 

(dalam keadaan) beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, 

janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 

kepada manusia agar mereka bertakwa‖.
47

 

Contoh hadd dapat dilihat dalam hukum waris dan dalam hukum perkawinan, 

sedangkan hukum pidana hudud merujuk pada krlompok hukuman yang 

ditetapkan untuk hukuman tertentu. Hukuman hudud merupakan hak Tuhan dan 

hak individu, hal itu digunakan sebagai perlindungan dan kesejahteraan 

masyarakat dari kejahatan bagi barang siapa yang memperbuatnya. Tidak ada 

yang diperbolehkan untuk mengubah hukuman, baik itu memaafkannya atau 

meringankan hukuman dengan cara apapun. 

Hukuman ini sangat selektif dalam penentuan dijatuhkannya, tidak mungkin bagi 

seseorang memilih baik itu orang ataupun pengadilan. Hal ini untuk memastikan 

tatanan moral dalam masyarakat, tatanan sosial, perdamaian, serta keamanan tidak 
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akan terancam. Tidak heran jika hukuman hadd ini tergolong keras karena 

hukuman ini menitikberatkan untuk mencegah seseorang melakukan tindak 

pidana yang berdampak langsung pada kesepakatan dalam masyarakat. Fokus 

hukuman hadd tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tetapi akibat 

yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. 

Dasar dari delik hadd untuk melakukan kejahatan yang sama, dan memastikan 

efek jera dari hukuman tersebut yang harus dilakukan secara terbuka. Selain 

hukuman ini keras dan tegas, tetapi prosedur sebelum menjatuhkan hukuman 

harus diperhatikan jika terdapat keraguan sekecil apapun hukuman hadd tidak bisa 

dijatuhkan.
48

 

2. Qishas (Pembalasan) 

Qishas dalam bahasa arab berarti menelusuri jejak atau pencari jejak, pengertian 

tersebut digunakan untuk arti hukuman karena seseorang yang berhak qishas 

berhak mengikuti dan menelusuri pelaku. Qishas juga diartikan sebagau 

keseimbangan dan kesetaraan. Dari perbedaan kedua arti qishas inilah diambil 

pengertian istilah yaitu qishas memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan 

perbuatannya yaitu membunuh. Ibrahim Unais memberikan definisi Qishas adalah 

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku sesuai dengan apa yang telah ia perbuat. 

Sedangkan menurut Abu Zahrah, qishas memberikan hukuman terhadap pelaku 

seperti apa yang telah dilakukan terhadap korban. Hukuman qishas ini didasarkan 

pada ayat Al-Qur'an: 

 

فِيَ لَهٗ مِنْ الَْنُْثٰى بِالَْنُْثٰىِّۗ فمََنْ عُ يٰٓايَُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنوُْا كُتبَِ عَليَْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقتَلْٰىِّۗ الَْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعبَْدُ بِالْعبَْدِ وَ 

بكُِّمْ وَرَحْمَةٌ ِّۗ نْ رَّ فمََنِ اعْتدَٰ  بعَْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ اخَِيْهِ شَيْءٌ فَاتبَِّاعٌ بِۢالْمَعْرُوْفِ وَادََاۤءٌ اِليَْهِ بِاِحْسَانٍ ِّۗ ذٰلِكَ تخَْفِيْفٌ مِّ

٨٧٤عَذَابٌ الَِيْمٌ   
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―Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas 

berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan 

perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah 

mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya 

dengan cara yang baik.48) Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari 

Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab 

yang sangat pedih‖.
49

 

 ٌَ ْٕ َّقُ ٕحٌ ٚهٓبُٔنِٗ الَْنَْجَبةِ نعََهَّكُىْ رزَ  ٛ بصِ دَ ََ نكَُىْ فِٗ انْقِ َٔٔ٨٨  

 

―Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang 

berakal agar kamu bertakwa‖.
50

  

Hukuman qishas dilaksanakan apabika syarat-syarat terpenuhi, yaitu : 

a. Syarat-syarat pelaku 

Menurut az-Zuhaili ada 3 macam pelaku dapat dijatuhi hukuman qishas : 

1.) Pelaku haruslah orang mukallaf yang baligh dan berakal 

2.) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja  

3.) Pelaku haruslah orang yang mempunyai kebebasan. 

 

b. Syarat-syarat untuk Korban  

Menurut az-Zuhaili ada 3 macam syarat seseorang dapat dikatakan menjadi 

korban : 

1.) Korban haruslah orang yang dilindungi oleh negara. 

2.) Korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan 

3.) Korban harus sederajat dengan pelaku, baik Islam maupun 

kemerdekaannya 
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c.  Syarat-syarat perbuatan pembunuhan langsung 

Menurut Hanafiyyah, untuk persyaratan ini pelaku pembunuhan harus dari 

perbuatan langsung bukan perbuatan tidak langsung, jika perbuatannya tidak 

langsung maka hukumannya itu diyat bukan qishas, karena pembunuhan 

tidak langsung termasuk pembunuhan semi sengaja atau tidak sengaja. 

Jumhyr ulama tidak mempermasalahkan masalah ini karena beralasan 

bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman qishas 

seperti pembunuhan langsung. 

d. Syarat-syarat wali korban 

Menurut Hanafiyyah wali dari korban yang memiliki hak qishas hrarus 

jelas, apabila wali korban tidak tahu maka hukuman qishas tidak dapat 

dilaksanakan, tetapi fuqaha tidak mempermasalahkannya. 

Hukuman qishas dapat gugur apabila terpenuhinya salah satu dari 7 hal, yaitu : 

1.) Meninggalnya pelaku 

Menurut Abu Hanifah dan Malik, qishas dapat gugur yang disebabkan 

pelaku meninggal dunia tidak diwajibkan membayar diyat, karena qishas itu 

wajib sementara diyat tidak bisa menggantikan qishas. Sedangkan menurut 

pendapat Syafi'iyah dan Ahmad diyat adalah pengganti qishas, apabila 

qishas gugur yang disebabkan pelaku meninggal dunia maka korban 

ataupun keluarga korban tetap berhak mengambil diyat dari pelaku. 

2.) Hilangnya anggota badan 

Dalam qishas selain jiwa, menurut Malik tidak wajib di qishas karena 

hilangnya anggota badan yang akan mrnjadi objek di qishas maka hilang 

pula qishas yanh dijatuhkan kepada pelaku. Tetapi menurut Syafi'iyah dan 

Ahmad, jika anggota badan yang akan di qishas itu hilang maka wajib 

membayar diyat, sedangkan Abu Hanifah berpendapat korban berhak 

meminta diyat kepada pelaku sebagai pengganti qishas karena pelaku 

memiliki kewajiban melaksanakannya. 
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3.) Taubatnya Pelaku 

Hal ini hanya berlaku pada Jarimah Hirabah, apabila pelaku sebelum 

ditangkap oleh pejabat keamanan maka hukumannya menjadi gugur, 

seperti hukuman mati, hukuman salib, potong tangan, dan kaki serta 

pengasingannya menjadi hak publik tetapi taubat pelaku tersebut tidak 

dapat menggugurkan hak-hak individu yang telah dilanggar, seperti 

prngambilan harta yang apabila hartanya masih ada harus dikembalikan 

dan jika sudah tidak ada wajin menggantinya. 

4.) Perdamaian  

Para ulama bersepakat diperbolehkannya perdamaian berdasarkan hadis 

riwayat at-Tirmidzi : 

―Barangsiapa yang dibunuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan 

kepada wlainya. Jika ia menghendaki,  maka ia dapat diqishas dan jika ia 

menghendaki maka diperbolehkan mengambil diyat 30 hiqqah (unta betina 

umur 3-4 tahun), 30 jaza’ah (unta umur 4-5 tahun), dan 40 khalifah (unta 

yang sedang bunting), jika mereka mengadakan perdamaian maka itu hak 

mereka”. 

 

5.)  Pengampunan 

Diperbolehkan pengampunan terhadap qishas menurut para fuqaha, ini 

adalah yang lebih utama dibanding dengan pelaksanaan qishas. Abu 

Hanifah dan Malik berpendapat bahwa pengampunan adalah pembebasan 

dari qishas dan diyat secara mutlak, apabila diyat tetap ingin dilakukan 

maka harus secara damai bukan pengampunan sehingga hal ini harus ada 

persetujuan dari kedua belah pihak. Tetapi menurut Syafi'i dan Ahmad 

pengampunan adalah pengguguran qishas yang secara otomatis hukuman 

diyat sebagai pengganti qishas tanpa harus ada persetujuan dari kedua 

belah pihak. 

6.) Diwariskan hak qishas 

Hukuman qishas dapat gugur apabila wali korban menjadi pewaris hak 

qishas. Seperti contohnya seseorang yang divonis diqishas kemudian mati 

dan pembunuh mewarisi hak qishas baik semua maupun sebagian atau 

qishas tersebut diwarisi oleh orang yang tidak mempunyai hak qishas dari 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

52 
 

 
 

oembunuh, yaitu anaknya. Hal ini sesuai dengan Hadis riwayat at-Tirmidzu 

dan al-Kahlan :  

"Dari Umar bin al-Khattab berkata : saya mendengar Rasulullah saw 

bersabda "Tidak di qishas orang tua yang membunuh anaknya". 

Menurut Imam Malik, orang tua yang telah sengaja membunuh anaknya 

tetaplah di qishas kecuali terdapat unsur ingin memberikan pelajaran 

kepada anaknya. Maka dari itu tidak semua fuqaha menerima qishas itu 

dapat diwariskan. 

7.)  Kadarluwarsa 

Menurut Mazhab Abu Hanifah kadarluwarsa dapat menggugurkan 

hukuman qishas dan diyat terhadap seseorang tetapi berlaku bagi jarimah 

qadzaf yang merupakan jarimah hudud. Adapun mazhab Malik, asy-Syafi'i 

dan Ahmad mengatakan bahwa kadaluwarsa tidak dapat menggugurkan 

hukuman karena waktu tidak ada manfaatnya. Maka dari itu tindak pidana 

ataupun hukuman dapat gugur karena kadaluwarsa menurut pemerintah 

menjadi kepentingan umum.
51

 

3. Ta’zir  

Secara bahasa ta’zir berasal dari kata 'azzaro yang mempunyai arti menolak dan 

mencegah kejahatan, dan juga diartikan sebagai menguatkan, memuliakan, dan 

membantu. Ta’zir mempunyai arti hukuman yang berupa pelajaran. Disebut 

dengan ta’zir karena menghalangi pelaku untuk dikenakan jarimah dan bertujuan 

untuk membuat pelaku jera. Para fuqaha mengartikan ta’zir adalah hukuman yang 

tidak ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan kejahatn 

yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang bertujuan memberikan pelajaran 

kepada pelaku serta mencegah mengulangi perbuatan tindak pidana itu lagi. Ta’zir 

disamakan dengan hukuman pada maksiat yang tidak diancam dengan hukuman 

hadd dan kaffarat. Ta’zir dikenakan kepada pelaku yang perbuatannya tidak 

terancam had, qishas, dan diyat baik yang ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun 
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tidak, baik itu berkaitan dengan hak Allah ataupun perorangan yang hukuman 

tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang mengadili. Hukuman Ta’zir 

tidak ditentukan batasannya dan diserahkan sepenuhnya kepada hakim. 

3. Aborsi Dalam Hukum Pidana Islam 

Kata aborsi berasal dari bahasa inggris abortion yang mempunyai arti gugur 

kandungan atau keguguran. Sedangkan menurut terminology kedokteran, aborsi 

bermakna sebagai berhentinya kehamilan sebelum dua puluh delapan minggu. 

Adapun menurut hukum, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim 

sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah). Dalam bahasa Arab, 

aborsi dikatakan sebagai Al- ijhadh atau 

Isqath al hamli, yaitu pengguguran janin dalam rahim. Sementara itu Abdul 

Qadir Audah memberikan arti aborsi sebagai ―tindak pidana terhadap jiwa 

manusia dari satu segi dan bukan jiwa manusia dari segi lain‖. Ia menggunakan 

istilah ini karena janin dilihat dari satu sisi adalah jiwa manusia, tetapi di sisi 

lainnya janin belum berpisah dari ibunya dan hidup mandiri. Menurut fiqh 

jinayah, sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku aborsi dibedakan menjadi lima 

kelompok. Hal ini berdasarkan kapan dan dalam kondisi janin dan waktu 

dilahirkan.  

1. Janin keluar dalam keadaan meninggal 

Ketika janin lahir ibunya dalam keadaan meninggal, pelaku dikenakan sanksi 

hukuman diyat janin, yaitu ghurrah. Ghurrah adalah sanksi berupa 

memerdekakan seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan yang kira-kira 

nilainya sebanding dengan harga lima ekor unta. Dalam hal ini Wahbah Al 

Zuhaili memberikan penjelasan bahwa harga nilai lima ekor unta itu nisf’usyr al-

diyyah atau lima persen dari diyat pembunuhan sengaja dan terencana, uang 

sejumlah lima puluh dinar atau lima ratus dirham menurut fuqaha Hanafiah atau 

enam ratus dirham menurut jumhur fuqaha. 
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2. Janin pada awalnya hidup kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku 

Dalam keadaan seperti ini, sebagian ulama berpendapat, pelaku yang sadis 

tersebut harus dikenakan sanksi pidana qisas atau setidaknya diyat secara 

sempurna. Sanksi hukuman ini terasa berat karena pelaku dipandang sengaja 

membunuh dan merencanakan secara rapi. Apabila kepala janin sudah keluar, 

sedangkan badannya masih berada di dalam rahim dan sudah meninggal, menurut 

ulama Hanafiah, Syafi‘iah dan Handawiyah tetap harus membayar kompensasi 

berupa ghurrah. Sementara menurut Imam Malik, pelaku tidak berkewajiban 

membayar uang kompensasi tersebut. 

3. Janin yang awalnya hidup kemudian meninggal karena hal lain. 

Dalam kasus aborsi seperti ini, di mana janin yang semula hidup, lalu meninggal 

karena ibu tidak mau menyusuinya, si ibu diberi hukuman takzir. Alasan yang 

diberikan oleh Abdul Qadir Audah ini adalah karena si ibu tidak langsung 

melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin tersebut, tetapi karena hal lain. 

Sementara itu, apabila bayi telah keluar dari perut ibunya kemudian dibunuh oleh 

pelaku, hukumannya berupa qisas karena pembunuhan jiwa yang diharamkan 

oleh Allah SWT. 

4. Janin tidak bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya 

meninggal. 

Jika janin baru bisa keluar setelah ibunyameninggal atau ibunya meninggal dan 

bayi masih berada dalam perut ibunya, pelaku aborsi dikenakan hukuman takzir, 

dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan 

tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup. kalau janin 

ternyata sudah meninggal, termasuk ke dalam kategori yang pertama. 

5. Pelaku menganiaya sang ibu dahulu sehingga janin keluar dalam kondisi 

meninggal. 

Menurut Abdul Qadir Audah, pelaku bertanggung jawab atas tindakan 

menganiaya si ibu dan di tuntut atas meninggalnya janin. Kalau ada seorang 
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memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil lalu ia 

mengkonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janin 

dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, orang tersebut di tuntut pidana atas 

pembunuhan si ibu dengan kategori pembunuhan semi sengaja dan harus 

membayar ghurrah atas kematian janin. Jadi si pelaku bertanggung jawab atas 

jarimah pembunuhan dan aborsi.
52
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 

406/PID.SUS/PN JKT.PST TENTANG TINDAK PIDANA MALPRAKTIK 

ABORSI ILEGAL 

A. Identitas Terdakwa 

Kasus tindak pidana malpraktik aborsi illegal dan tindak pidana pencucian 

uang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa yang bernama 

Marudut Marbun alias dr. Anggi, terdakwa lahir pada 7 Januari 1974 di 

Badagai, Sumatera Utara. Terdakwa bertempat tinggal di Jalan Paseban Raya 

No. 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. 

Saar ini terdakwa berusia 46 tahun, ia beragama Kristen Katholik dan bekerja 

swasta serta pendidikan terakhirnya S1 Kedokteran.
1
 

B. Kasus Posisi 

Terdakwa Marudut Marbun Alias dr. Anggi  sejak tahun 2018 telah 

membuka usaha praktek klinik aborsi yang tidak memiliki izin dari instansi 

terkait untuk melakukan aborsi serta tidak memiliki izin melakukan kegiatan 

praktek Kedokteran yang tidak sesuai dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dilakukan bersama Mondang, Salimah, 

Suryani, dan Lusiana yang beralamatkan  Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 

Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Diketahui 

bahwa terdakwa dr. Anggi mempunyai riwayat bekerja sebagai Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) di Suku Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang menjabat 

sebagai Dokter Umum mulai 1 April 2006 sampai 21 Januari 2019 karena 

diberhentikan berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau 

Nomor 179 Tahun 2019 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun terdakwa dr. 

Anggi tidak mempunyai keahlian dibidang Kedokteran Spesialis Kandungan 

dan Melahirkan (Specialist OBGYN/Obstetrics & Gynecology). Didalam 

rumah yang dijadikan sebagai praktek aborsi terdakwa dr. Anggi bertanggung 
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jawab penuh atas seluruh kegiatan aborsi, sedangkan Salimah, Rumondang, 

dan Lusiana membantu dalam melakukan tindakan aborsi yang bertugas 

menyiapkan peralatan aborsi, memegang kaki pasien saat aborsi itu 

dilakukan, membuang janin hasil aborsi ke dalam kloset, menyiapkan obat 

untuk pasien setelah melakukan aborsi.  

Tindakan aborsi yang dilakukan terdakwa dr. Anggi dimulai dengan 

pengecekan kehamilan menggunakan alat USG agar mengetahui berapa usia 

kandungan yang akan di aborsi, jika usia kehamilan masih di bawah 4 bulan 

terdakwa dr. Anggi akan melakukan tindakan aborsi dengan cara 

menyuntikkan LIDOCAINE HCL (injeksi 2%) ke mulut rahim pasien, lalu 

dimasukkan jarum yang menyambung ke Mesin Vakum Aspirasi guna 

menyedot janin yang masih berbentuk gumpalan darah hingga bersih tak 

tersisa, setelah itu janin akan dibuang ke kloset. Setelah pasien dilakukan 

aborsi akan diberikan Obat tablet INFALGIN (Antalgin 500 mg) untuk 

menghilangkan rasa sakit, obat tablet BLEDSTOP guna menghentikan 

pendarahan serta obat tablet OMEMOX 500 mg guna membunuh bakteri 

dalam tubuh.  

Jika usia kehamilan pasien diatas 4 bulan maka terdakwa dr. Anggi 

melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan obat OXYTOCIN agar 

mempercepat kontraksi pada rahim dalam proses lahiran, Setelah kontraksi 

sekitar satu malam yang ditandai dengan keluarnya air ketuban pada pasien 

maka aborsi siap dilakukan dengan cara mengambil janin yang tidak 

bernyawa di dalam rahim menggunakan alat, pada aksi tersebut pasien diberi 

suntikan PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) berguna mengurangi 

pendarahan setelah aborsi kemudian disuntikkan METHYLERGOMETRINE 

MALIATE berguna untuk menormalisasikan rahim kembali.
2
 

Dan untuk usia kandungan dibawah 4 bulan, aborsi dilakukan dengan cara 

disedot sampai bersih menggunakan mesin vakum aspirasi kemudian dibuang 

ke kloset. Untuk hasil aborsi kandungan diatas 4 bulan, karena sudah 
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berbentuk janin manusia akan dibersihkan kemudian disaring dan 

dimasukkan ke ember setelah itu akan disiram menggunakan cairan kimia 

asam sulfat (H2SO4) sampai menjadi cairan lalu disaring selama tiga tahap 

setelah janin itu cair maka dibuang ke kloset. Janin-janin hasil aborsi tersebut 

terlalu banyak dan tidak ada cara lain selain dihancurkan menggunakan cairan 

kimia asam sulfat (H2SO4) dan kemudian dibuang ke kloset. 

Pada tanggal 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 WIB Team Subdit III 

Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan 

langsung melakukan terhadap terdakwa, saksi Salimah dan saksi Rumondang 

karena adanya laporan dari masyarakat yang telah dipercaya bahwa terdapat 

praktek aborsi ilegal yang beralamatkan Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 

Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat.
3
 

 

C. Pertimbangan Hukum Hakim 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

 Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak 

pidana malpraktik aborsi illegal dan tindak pidana pencucian uang  dengan 

terdakwa Marudut Marbun Alias dr. Anggi mengajukan dakwaan sebagai 

berikut : DAKWAAN PERTAMA Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan Jo Pasal 75ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, 

DAKWAAN KEDUA Pasal Pasal 77 A UU Ri No. 35 Tahun 2014 Jo Pasal 

45 A UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 

Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, DAKWAAN KETIGA 

PRIMAIR Pasal 75 Ayat (1) UU RI No. 29 Tahun 2014 Jo Pasal 29 Ayat (1) 

UU RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran Jo Pasal 64 Ayat (1) 

KUHP, DAKWAAN KETIGA SUBSIDAIR Pasal 76 UU RI No. 29 Tahun 

2014 Jo Pasal 36 UU RI No. 29 Tahun 2014 Tentang Praktik Kedokteran Jo 
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Pasal 64 Ayat (1) KUHP, DAKWAAN KEEMPAT Pasal 3 UU RI No.8 

Tahun 2010 Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang TPPU.
4
 

2. Eksepsi Penasehat Hukum 

 Berdasarkan urutan pemeriksaan perkara pidana dalam persidangan, 

setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa 

memahami isinya, selanjutnya Hakim Ketua akan menanyakan pada terdakwa 

apakah akan mengajukan eksepsi atau keberatan. Dalam perkara tindak 

pidana malpraktik aborsi illegal yang telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat, dengan Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi maka 

terdakwa mengajukan eksepsi melalui Penasehat Hukum terdakwa yaitu 

Rohiyah Abdul Malik, SH., Wenda Aluwi, SH., Fajar Maulana Yusuf, 

SH.MH., Mochammad Azhar Sulaeman, SH. 

Adapun eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum berkaitan dengan surat 

dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu : 

a. Dalam unsur barang siapa ini merupakan subjek hukum yang bisa 

mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum termasuk 

terdakwa yang sudah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat 

dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka jelas terdakwa adalah pelaku perbuatan 

tindak pidana tersebut dan harus mempertanggungjawabkan atas tindakannya 

di hadapan hukum.
5
 

b. Dalam unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Ayat (2) ini 

Penasihat Hukum terdakwa membuktikan bahwa terdakwa memberikan 

konseling atau konsultasi medis terhadap pasien yang akan berobat sesuai 

dengan prosedur penanganan, dan jika pasien ingin melakukan aborsi 

terdakwa akan memberikan nasihat dan larangan atas akibat negatif pasca-

aborsi yang ditimbulkan bagi diri pasien. Menurut Penasehat Hukum 

terdakwa peristiwa hukum a quo telah keliru dalam menetapkan terdakwa 

                                                           
4
 PUTUSAN PENGADILAN NO. 406/PID.SUS/2020/PN JKT.PST 

 
5
 Ibid 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

60 
 

 
 

Marudut Marbun alias dr. Anggi sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang 

tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan upaya pengintaian 

yang dilakukan oleh petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus Polda 

Metro Jaya dalam kurun waktu 1 minggu terhadap klinik aborsi terdakwa 

tidak bisa mengungkap pelaku utama tindak pidana aborsi, Penasehat Hukum 

terdakwa menganggap bahwa petugas Subdit III Sumdaling Dit. Reskrimsus 

Polda Metro Jaya menetapkan terdakwa menjadi tersangka tanpa ditelusuri 

secara holistik yang berakibat berbenturan dengan fakta dan tidak 

berkeadilan, dan saat adanya penangkapan tersebut terdakwa baru 

mengetahui adanya janin dalam kondisi tidak utuh di klinik tersebut yang 

diperkuat oleh kesaksian Rumondang Manalu alias Mondang dan Salimah 

alias Imah yang pada saat kejadian itu Lusiana alias Lusi yang melakukan 

aborsi tersebut sebagaimana yang telah tercatat dalam buku register pasien.
6
 

c. Dalam unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing 

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa 

sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ini Penasehat 

Hukum terdakwa menyatakan pembelaannya bahwa terdakwa Marudut 

Marbun alias dr. Anggi bukan pemilik awal klinik yang berada di Jl. Paseban 

Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen, Jakarta Pusat dimana 

adalah kepemilikan praktik yang dialihkan oleh rekannya agar digunakan 

sebagaimana mestinya, dan kehadiran Terdakwa dalam klinik tersebut hanya 

mengunjungi biasa yang menjadi rutinitas terdakwa dalam memerksa dan 

mengelola transaksi operasional klinik sehingga terdakwa tidak berkorelasi 

atas terciptanya delik baik yang dilakukan sendiri maupun beberapa orang, 

terkait penemuan barang bukti berupa janin dalam kondisi tidak utuh terhadap 

aktivitas yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan fakta yang terjadii saat 

adanya penggerebekan oleh Petugas Subdit lll Sumdaling Dit. Reskrimsus 

Polda Metro Jaya, yang mana locus delicti dan tempus delicti  tidak dapat 

menunjukkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa 
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sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah 

menggiring sangkaan bahwaterdakwa telah melakukan tindak pidana aborsi 

tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa 

memperhatikan secara utuh peristiwa hukum yang terjadi. 

d. Unsur yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan ini 

Penasehat Hukum terdakwa tidak terlalu spesifik menguraikan unsur ini. 

e. Unsur setiap orang ini Penasehat Hukum terdakwa menguraikan secara 

rinci bagaimana dalam pembelaannya yang menyatakan bahwa dalam unsur 

ini subjek hukum yang dapat mempertangggungjawabkan perbuatannya 

dihadapan hukum yang menjelaskan bahwa terdakwa adalah pelaku 

perbuatan tersebut dan terkait dengan aktivitas keuangan terdakwa tidak 

dibuktikan secara jelas dan tereprinci terkait alur transaksi keuangan atas 

harta kekayaan yang dimilikinya, maka dengan dasar pembuktian terbalik 

harusnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan mengajukan 

bukti surat serta petunjuk untuk memperkuat dalil dakwaannya dan 

didasarkan pada logika hukum harusnya tindak pidana pencucian uang aktif 

bisa terbukti apabila memenuhi unsur subjektif (mens rea) dan unsur objektif 

(actus reus) maka dari itu terdakwa tidak bisa didakwa delik tersebut.
7
 

f. Unsur yang menempakan, mentransfer megalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau 

perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya 

merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

ini menurut Penasehat Hukum terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum terdakwa bukanlah pelaku utama tindak pidana aborsi dan 

perolehan harta kekayaan yang dimiliki terdakwa harus ditempuh dengan cara 

pemisahan apakah harta bawaan atau harta harta dari pendapatan profesi dan 

pendapatan lainnya, dalam kesaksian Medi Askhari di persidangan hanya 
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membuktikan riwayat pembelian serta status kepemilikan mobil namun tidak 

dapat membuktikan keabsahan transaksional keuangan yang dimiliki 

terdakwa maka dalam hal ini mengabaikan proses pembuktian tersebut. 

 

3. Pembuktian 

 Dalam membuktikan bahwa seseorang itu bersalah maupun tidak menurut 

hukum, maka penentuan dalam persidangan merupakan hal yang penting 

sekali. Seseorang itu sah dinyatakan bersalah apabila telah melanggar 

ketentuan perundang-undangan terkhusus KUHP maupun undang-undang 

lain yang membuktikan seseorang itu melanggar ketentuan yang telah 

dijelaskan di dalam KUHP dan undang-undang terkait. Sementara dalam 

menentukan hukuman bagi terdakwa di dalam persidangan, haruslah teliti 

dalam menganalisis keputusan hukuman yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa, karena akan ada banyak factor yang perlu dipertimbangkan.
8
 

a. Barang Bukti 

Di dalam persidangan Penuntut Umum mngajukan barang bukti berupa : 

1 (satu) jasad janin yang sudah tidak utuh, 1 (satu) buah vakum dan 1 alat 

USG, 1 (satu) tempat tidur bersalin, 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum 

suntik, Air infus, 1 (satu) bual alat automatic blood pressure, 1 (satu) pack 

alat tespek, 1 (satu) buah botol larutan anti septic, 1 (satu) bundel buku 

catatan, 1 (satu) set perlengkapan operasi, 1 (satu) bauah tabung oxygen, 4 

(empat) unit handphone, uang tunai Rp.25.250.000,- (dua puluh lima juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah jerigen berisikan 15 liter cairan 

kimia diduga Asam Sulfat, 3 (tiga) buah saringan, 1 (satu) embert plastic, 2 

(dua) unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merk Toshiba 

warna hitam, 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n 

ELIRAHMA AGUSTINA, 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 

WJG a.n MARUDUT MARBUN, 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. 

B.1259.WZS a.n MARUDUT MARBUN, 9 (Sembilan) dus obat untuk 

                                                           
8
 Bagus Nizar Rifqiansah, et al., Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan 

Nomor: 165/Pid.Sus/2017/PN Tnr) (2017): 1–14. 
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aborsi, 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli 

Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) 

buah ATM BRI, 1 (satu) buah ATM Mandiri. 

b. Keterangan Ahli 

1.) PROF. DR. Dr. HERKUTANTO, S.p.FM (K), S.H., LLM, FACLM (Ahli di 

bidang Hukum Kedokteran dan Hukum Kesehatan) dibawah sumpah dalam 

persidangan beliau menerangkan bahwa persyaratan seseorang dapat 

dikatakan sebagai tenaga kesehatan yaitu setiap tenaga kesehatan yang 

menjalankan praktik wajib memiliki STR sebagaimana yang dimaksud dalam 

ayat (1) diberikan oleh konsil setelah memenuhi persyaratan sebagaimana 

yang dimaksud dalam ayat (2) yang terdiri dari ijazah pendidikan di bidang 

kesehatan, Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi, surat keterangan 

kesehatan fisik dan mental. Sedangkan persyaratan seseorang dapat membuka 

praktik kedokteran yaitu wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan 

surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana yang telah diterbitkan oleh 

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dalam memperoleh surat tanda registrasi 

dokter dan dokter gigi harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki ijazah 

dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis, surat pernyataan 

telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi, surat keterangan 

sehat fisik dan mental, sertifikat kompetensi, membuat pernyataan akan 

mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang berdsarkan 

ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang 29 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran. Beliau juga menerangkan bahwa Tindakan 

Kedokteran merupakan bagian dari Praktik Kedokteran yang terdiri dari 

mewawancarai pasien, memeriksa fisik dan mental pasien, menentukan 

pemeriksaan penunjang, menentukan diagnosis, menentukan penatalaksanaan 

dan pengobatan pasien, melakukan tindakan Kedokteran dan Kedokteran gigi, 

menulis resep obat dan alat kesehatan, menerbitkan surat keterangan Dokter 

dan Dokter gigi, menyimoan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan, 

meracik dan menyerahkan obat pasien. Disini beliau juga membenarkan 

bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan aborsi tidak sesuai dengan 
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ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan dan merupakan aborsi yang ilegal (abortus provocatus criminalis) 

yang bertentangan dengan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No 

36 Tahun 200 Tentang Kesehatan, Pasal 83 Jo Pasal 64 Undang-Undang No 

36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, 

Pasal 77, Pasal 78 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik 

Kedokteran. 

2.) DR. EFFENDY SARAGIH, SH.,MH ( Ahli Hukum Pidana) dibawah 

sumpah dalam persidangan beliau menerangkan bahwa yang dimaksud 

dengan perbuatan berkelanjutan sebagaimana dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP 

merupakan beberapa perbuatan tindak pidana meskipun masing-masing 

merupakan kejahatan ataupun pelanggaran yang saling berhubungan dan 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang dimaksud turut 

serta melakukan perbuatan apabila dalam suatu tindak pidana terdapat dua 

orang atau lebih yang melakukan dan diantara oara pelaku ini melakukan 

perbuatan bersama secara fisik dan mereka mempunyai kesadaran dalam 

melakukan kerja sama tersebut. Membantu melakukan kejahatan adalah 

perbuatan yang memberikan bantuan pada saat kejahatan itu berlangsung 

sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 56 KUHP, sedangkan 

penyertaan dalam tindak pidana apabila tindak pidana tersebut menyangkut 

beberapa orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP 

menetapkan dipidana bagi seseorang yang membuat suatu tindak pidana (1) : 

mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta 

melakukan perbuatan pidana tersebut, ke-(2) : mereka yang dengan memberi 

atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat 

dengan kekerasan atau ancaman, penyesatan, atau dengan memberi 

kesempatan, saran dan keterangan, serta dengan sengaja menganjurkan orang 

lain supaya melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang 

dimaksud dengan perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) adalah apabila 

seseorang melakukan beberapa tindak pidana serta dalam perbuatan tersebut 

saling berhubungan, adapun syarat-syarat dapat dikatakan sebagai perbuatan 
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berlanjut adalah harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing 

perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak 

terlalu lama. 

3.) dr. SULUNG MULIA PUTRA, MPH. (Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan 

Rujukan dan Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta) dibawah 

sumpah dalam persidangan beliau menerangkan bahwa sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lampiran 

Peraturan Gubernur yang mengatur Jenis Serta Kewenangan Pelayanan dan 

Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan, bahwa kewenangan 

penandatanganan izin klinik (utama dan pratama) berada di Kepala UP PTSP 

Kecamatan, kewenangan penandatanganan izin Surat izin Praktik Dokter 

Umum/Dokter Gigi yang praktik perorangan/penanggungg jawab fasilitas 

kesehatan berada di Kepala UP PTSP Kecamatan dan Suray Izin Praktik 

Dokter Umum/Dokter Gigi yang praktik di fasilitas pelayanan kesehatan 

berada di PTSP Kelurahan dan beliau membenarkan bahwa terdakwa 

Marudut Marbun alias dr. Anggi maupun tempat yang dimaksud tidak tercatat 

di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memiliki izin praktik dokter dan 

izin praktik fasilitas kesehatan, dan obat yang digunakan terdakwa dalam 

melakukan aborsi adalah obat Plasminex yang mengandung zat aktif asam 

traneksamat merupakan obat yang mempengaruhu koagulasi yang digunakan 

untuk menghentikan pendarahan, Lidokain merupakan obat anestetik yang 

digunakan untuk membuat mati rasa jaringan pada area spesifik, memblok 

saraf, dan salah satu pilihan terapi ventrikel takikardi, Oxytosin yang 

merupakan obat oksitosik yang digunakan untuk merangsang kontraksi pada 

dinding rahim/uterus yang berguna untuk mempermudah dalam proses 

persalinan dan juga dapat merangsang kontraksi ductus laktiferus untuk 

merangsang keluarnya air susu pada ibu menyusui, Infalgin yang 

mengandung zat aktif antalgin yang merupakan obat anelgesik yang berfungsi 

untuk mengurangi rasa nyeri, Bledstop yang mengandung zat aktif 

methylergometrine maleat sebagai obat oksitosik yang berfungsi dalam 
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meningkatkan kontraksi rahim sehingga mencegah atau mengendalikan 

pendarahan paska melahirkan serta Omemox yang mengandung zat aktif 

amoksilin adalah antibakteri yang berfungsi sebagai antibiotik spektrum luas 

untuk pengobatan infeksi bakteri. 

4. Pertimbangan Hakim 

Sebelum melanjutkan penjelasan dasar pertimbangan hakim, perlu 

dipahami terlebih dahulu tugas hakim. Tugas hakim yaitu membuat 

keputusan dalam suatu perkara atau permasalahan yang dihadapinya, 

menetapkan sesuatu yang berhubungan dengan hukum, nilai-nilai hukum dari 

setiap perilaku, dan kondisi hukum dari pihak-pihak yang tersangkut dalam 

suatu permasalahan, sehingga bisa menemukan jalan keluar dari pertikaian 

tanpa memihak kubu manapun yang berlandaskan hukum yang ada. Hakim 

haruslah mandiri serta terbebas dari pengaruh barang siapa dalam 

menentukan suatu keputusan. 

Hakim berwenang dalam menyelesaikan suatu oerkara atas tiga aspek yaitu : 

a. Hakim menerima laporan yang telah diajukan kepadanya, mencari 

keterangan serta barang bukti 

b. Hakim haruslah memeriksa berkas perkara pada terdakwa 

c. Hakim memutuskan hukuman dari perkara yang telah diperiksa dan diadili 

Putusan hakim merupakan puncak akhir dari perkara yang telah 

diperiksa dan diadili. Maka dari itu, dalam menjatuhkan suatu putusan hakim 

haruslah melihat dari semua segi aspek. Hakim akan mengusahakan putusan 

yang telah dijatuhkannya dapat diterima oleh masyarakat. Dalam buku 

Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim menjelaskan bahwa 3 aspek yang hakim 

gunakan dalam mengambil sebuah keputusan, diantaranya adalah 

pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Sebagaimana yang telah 

penulis paparkan tersebut, penulis akan melihat analisis pertimbangan hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt 

Pst.
9
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1. Pertimbangan Yuridis 

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang pada putusannya 

didasarkan pada peraturan perundang-undangan secara formil. Pidana tidak 

bisa dijatuhkan jika tidak ada alat bukti minimal 2 alat bukti yang sah, maka 

hakim dapat yakin jika tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan 

pelakunya adalah terdakwa. Selain dari pada itu, harus dipertimbangkan 

perbuatan terdakwa melawan hukum secara formil dengan dipenuhinya 

unsur-unsur tindak pidana.
10

 Berikut adalah pertimbangan yuridis dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst : 

a. Pertimbangan Fakta dan Pertimbangan Hukum Hakim 

Penuntut umum mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah guna sebagai 

pembuktian dalam dakwaannya yaitu saksi Amudi Lubis SH, MH, Saksi 

Sahrul Ipik, SH, Saksi Daniel Pratama Bone, Saksi Deddy Januar, Saksi Medi 

Askhari, Saksi Salimah, Saksi Rumondang M. Kemudian setelah didapat 

keterangan dari saksi yang kemudian dikaitkan dengan keterangan terdakwa, 

keterangan ahli, dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan 

maka ditarik fakta-fakta berikut : 

1.) Terdakwa pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Suku 

Dinas Kesehatan Kota Pekan Baru sejak tanggal 1 April 2006 sebagai 

dokter umum, kemudian telah diberhentikan pada tanggal 21 Januari tahun  

2019 berdasarkan surat keputusan Walikota Pekan Baru Provinsi Riau 

Nomor 179 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11

 

2.) Terdakwa tidak memiliki keahlian (disiplin ilmu) Kedokteran Spesialis 

kandungan & melahirkan (Specialist OBGYN/ Obstetik & Gynecologi). 

3.) Pada tahun 2018, terdakwa membuka usaha praktek klinik Aborsi 

(tanpa nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban 
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Kec. Senen Jakarta Pusat, tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk 

melakukan kegiatan aborsi dan tidak memiliki izin melakukan kegiatan 

praktek Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda 

Registrasi) dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan 

lainnya. 

4.) Terdakwa yang dibantu oleh Lusiana alias Lusi, saksi Salimah, dan 

Rumondang Manalu alias Rumondang melakukan aborsi pada pasien di 

klinik aborsi illegal di Jl. Paseban Raya No.61 Rt 002/007 Kelurahan 

Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat. 

5.) Terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat di 

Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta 

Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 

2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu 

tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa. 

6.) Terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan diawali pasien datang ke 

klinik di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. 

Senen Jakarta Pusat dengan mendaftar sebagai pasien dan membayar biaya 

pendaftaran sebesar Rp 300.000, 

7.) Untuk mengecek usia kehamilan pasien, saksi Salimah alias Imah, saksi 

Rumondang, dan Sdri. Lusiana alias Lusi menggunakan alat USG secara 

bergantian. 

8.) seelah ditentukan usia kehamilan pasien, baru bisa menentukan harga 

jasa aborsi serta cara penindakan aborsi. 

9.) Untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, tindakan aborsi yang dilakukan 

terdakwa adalah dengan cara menyuntikkan obat suntik LIDOCAINE HCL 

(Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor 

bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan mesin vacum 

aspirasi yang berguna untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih 

berupa cairan darah sampai bersih, tindakan aborsi tersebut dilakukan 

selama sekitar 5 menit setelah itu janin hasil aborsi dibuang di Kloset yang 

mengalir ke Septic Tank. 
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10.) Untuk pasien yang usia kehamilannya diatas 4 bulan, aborsi dilakukan 

dengan cara menyuntikkan obat suntik OXYTOCIN yang berguna untuk 

induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses 

kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) yang 

ditandai dengan mengeluarkan air ketuban di vagina pasien, baru akan 

dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina menggunakan 

cocor bebek (sejenis alat untuk membuka vagina) yang kemudian 

mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena 

efek dari obat induksi) sampai rahim bersih tidak ada sisa janin hasil aborsi. 

Saat dilakukannya aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE 

(Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan 

dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik 

METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk 

menormalisasi/pemulihan Rahim. 

11.) Team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya 

mendapat informasi dari masyarakat bahwa ebuah rumah di Jalan Paseban 

Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta 

Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi Illegal tanpa ijin yang sah. 

12.) 10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling 

Ditreskrimsus Polda serta melakukan aksi penangkapan terhadap terdakwa, 

saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang, dan ditemukannya 

beberapa barang bukti yaitu 1 janin yang sudah tidak utuh. 

13.) Saat melakukan penangkapan, Team Subdit III Sumdaling 

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan Sdri. Lusiana alias Lusi 

diperintahkan oleh terdakwa untuk melakukan aborsi yang berusia sekitar 6 

bulan  di klinik tersebut. 

14.) Terdakwa dengan saksi Salimah alias Imah dan Rumondang menyadari 

bahwa perbuatanyang dilakukannya itu tidak sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku serta memahami bahwa janin yang masih 
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dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup.
12

 

Dalam dakwaannya Penuntut Umum menjatuhkan dakwaan Kombinasi Pertama 

terhadap terdakwa sesuai pada Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 

ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) 

KUHP Jo Pasal 55 (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur :  

 

1. Barang siapa. 

2. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2). 

3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut . 

4. Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan . 

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka hakim mempertimbangkan: 

1. Unsur Barang Siapa. 

Terhadap unsur barang siapa ini menurut Penuntut Umum telah terbukti dengan 

sah dan meyakinkan menurut hukum pelakunya adalah Terdakwa Marudut 

Marbun alias dr. Anggi dan hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa 

Terdakwa Marudut Marbun alias dr. anggi terbukti secara sah dan meyakinkan 

bahwa ia adalah pelaku dalam perkara ini. Terdakwa dinilai mampu memenuhi 

unsur ini karena telah melakukan tindak pidana malpraktik aborsi ilegal dan 

mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah ia lakukan serta 

akibatnya, dan tidak ditemukannya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar 

untuk dijadikan alasan pembelaan (pledooi) serta dijadikannya Marudut Marbun 

alias dr. Anggi sebagai Terdakwa karena telah melalui proses penyidikan dan 

penyelidikan oleh penyidik polri. 

 

2. Unsur melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 

yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (2). 
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Menimbang, bahwa menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud aborsi adalah pengeluaran janin 

dari Rahim ibunya sebelum waktunya melahirkan yang dilakukan atas dasar 

indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang 

mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat 

dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga 

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. atau, aborsi yang dilakukan 

pada kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis 

bagi korban perkosaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam 

pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, 

petunjuk dan barang bukti, serta alat bukti surat dan adanya persesuaian antara 

keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, bersesuaian pula dengan 

keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah 

diajukan secara sah dalam persidangan ini, maka dapat kami tuangkan fakta- 

fakta hukum sebagai berikut : 

1. Pada tahun 2018 terdakwa membuka usaha praktek klinik aborsi (tanpa 

nama) di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen 

Jakarta Pusat yang tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek 

Kedokteran (tanpa Surat izin Praktek/tanpa memiliki surat tanda Registrasi) 

dan tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan kesehatan lainnya. 

2. Terdakwa merupakan penanggungjawab di klinik tersebut atas seluruh 

tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 2018 dan dilaporkan serta atas 

sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu tertentu yang melakukan 

tindakan aborsi bukan terdakwa. 

3. Langkah dalam melakukan aborsi di klinik tersebut diawali denganpasien 

mendaftar di bagian pendaftaran dengan biaya pendaftaran sebesar Rp. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Salimah alias Imah. 

4. Untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan aborsi 

dengan cara menyuntikkan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke 

mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) setelah itu 

dimasukkan jarum yang telah tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi 
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yang berguna untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk 

cairan darah sampai bersih yang dilakukan sekitar 5 menit kemudian janin 

hasil aborsi tersebut dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank 

5. Untuk usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi 

dengan cara menyuntikkan obat suntik OXYTOCIN yang berguna sebagai 

induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses 

kelahiran) setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) yang ditandai dengan 

mengeluarkan air ketuban di vagina, barulah dilakukan tindakan aborsi 

dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk 

membuka vagina) kemudian melakukan tindakan aborsi dengan cara 

mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya meninggal karena 

efek dari obat induksi) hingga rahim bersih tidak ada sisa hasil aborsi. Saat 

melakukan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE 

(Tranexamic Acid Injeksi) yang mempunyai fungsi untuk mengurangi 

pendarahan dan setelah selesai aborsi tersebut, pasien disuntikan obat suntik 

METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk 

menormalisasi/pemulihan Rahim 

Dengan meninjau fakta-fakta yang telah diungkapkan dalam persidangan, 

tindakan aborsi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan aborsi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), maka dari itu perbuatan terdakwa tersebut 

telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

 

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 

Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa yang merupakan (voortgezette 

handeling) adalah apabila seseorang melalukan beberapa perbuatan tindak pidana, 

dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus 

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Syarat-syarat perbuatan berlanjut 

(voortgezette handeling) yaitu harus ada satu keputusan kehendak, masing-masing 

perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak 
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terlalu lama. 

Maka dalam penjelasan tersebut disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam 

persidangan, terdakwa merupakan pemilik klinik aborsi ilegal (tanpa ada izin 

praktik) yang beralamat di Jalan Paseban Raya Rt 002 Rw 007 Kelurahan Paseban 

Kecamatan Senen Jakarta Pusat terhitung dari tahun 2018 hingga hari Senin 

tanggal 10 Februari 2020 dengan melakukan tindak pidana aborsi yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2), yang dilakukan terdakwa dengan cara 

mengecek usia kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia 

kehamilan oleh saksi Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana 

alias Lusi alias Santi secara bergantian. Kemudian untuk usia kehamilan dibawah 

4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan cara menyuntikkan obat 

suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka 

menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan jarum yang tersambung 

dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih 

berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia 

kehamilan tersebut dilakukan selama 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai 

janin hasil aborsi dibuang di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. Sedangkan 

untuk usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan aborsi dengan 

cara menyuntikkan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi 

persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian 

setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda- tanda mengeluarkan 

air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara 

membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) 

selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak 

bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai rahim 

bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE 

(Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan 

setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikkan obat suntik 

METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi untuk 
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menormalissi/pemulihan Rahim.
13

 

 

4. Unsur Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan 

Unsur ini telah diatur secara tegas sebagaimana diuraikan oleh R. Soesilo dalam 

bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terbitan Politea Bogor halama 72 s/d 75 

bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi menjadi 4 

(empat) macam yaitu : 

1. Orang yang melakukan (Pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian 

telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. 

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen). Disini sedikitnya ada dua 

orang , yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). 

3. Orang yang turut melakukan (medepleger). Turut melakukan dalam arti kata 

― bersama-sama melakukan ― sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang 

yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) 

peristiwa pidana itu. 

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai 

kekuasaan dsb. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu 

(iutlokker). Orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang 

membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan 

pemberian, salah memakai kekuasaan dsb yang disebutkan dalam pasal itu, 

artinya tidak boleh memakai jalan lain. 

Setelah melihat uraian dalam putusan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-

fakta hukum dalam persidangan maka: 

a. Bahwa yang melakukan tindakan Aborsi terhadap pasien-pasien di Klinik 

Aborsi Ilegal beralamat di Jl. Paseban Raya No. 61 RT. 002/007 Kel Paseban 

Kec. Senen Jakarta Pusat adalah terdakwa, dibantu oleh Lusiana alias Lusi 

alias Santi, saksi Salimah alias Imah, dan saksi Rumondang Manalu alias 

Mondang. 

                                                           
13
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b. Bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab Klinik Aborsi yang beralamat 

di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta 

Pusat tersebut, dimanan seluruh tindakan aborsi yang dilakukan sejak tahun 

2018 dilaporkan dan atas sepengetahuan terdakwa, walaupun ada waktu 

tertentu yang melakukan tindakan aborsi bukan terdakwa. 

c. Bahwa proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai 

dengan pasien pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 

Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien datang ke 

Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi Salimah 

Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga 

ratus ribu rupiah). 

d. Bahwa selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan kehamilan 

menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi Salimah 

Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi (belum 

tertangkap) secara bergantian. 

e. Bahwa kemudian setelah diketahui usia kehamilan (berapa minggu/bulan) 

lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan aborsi. 

f. Bahwa selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa 

melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur 

persalinan dengan kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL 

(Injeksi 2%) ke mulut rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) 

kemudian memasukan jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi 

untuk menyedot janin di rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah 

sampai bersih, bahwa tindakan aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan 

dalam waktu sekitar 5 menit selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang 

di Kloset yang mengalir ke Septic Tank. 

g. Bahwa untuk pasien yang usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa 

melakukan tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur 

persalinan lalu disuntikan obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk 

induksi persalinan (mempercepat kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) 

kemudian setelah pasien kontraksi (sekitar satu malam) dengan tanda-tanda 
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mengeluarkan air ketuban di vagina pasien baru dilakukan tindakan aborsi 

dengan cara membuka vagina menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka 

vagina) selanjutnya dilakukan tindakan aborsi mengambil janin yang sudah 

tidak bernyawa (umumnya meninggal karena efek dari obat induksi) sampai 

dengan rahim bersih. Saat penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat 

suntik PLASMINE (Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk 

mengurangi pendarahan dan setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien 

disuntikan obat suntik METHYLERGOMETRINE MALIATE yang berfungsi 

untuk menormalisasi/pemulihan rahim. 

h. Bahwa selanjutnya team dari Subdit III Sumdaling Ditreskrimsus Polda 

Metro Jaya mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya jika 

disebuah rumah di Jalan Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kelurahan 

Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat, dijadikan sebagai tempat Aborsi 

Illegal tanpa ijin yang sah. 

i. Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 

10 Februari 2020 sekitar pukul 16.00 wib Team Subdit III Sumdaling 

Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di tempat tersebut 

dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Salimah alias 

Imah, dan saksi Rumondang, dimana juga telah ditemukan beberapa barang 

bukti diantaranya: 1 (satu) janin/bayi dalam keadaan tidak utuh. 

j. Bahwa yang melakukan aborsi terhadap janin/bayi berusia sekitar 6 bulan 

yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan 

Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat 

adalah Sdri. LUSIANA alias LUSI alias SANTI atas perintah terdakwa sebagai 

pemilik usaha klinik tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 

unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa sehingga unsur ini secara 

sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum. 

 

b. Pertimbangan Dakwaan Dari Jaksa Penuntut Umum 

Peranan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa berkedudukan sebagai Penuntut 

Umum  sebagaimana yang dijelaskan dakam KUHAP Jo UU No 8 Tahun 1981 
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adalah sebagai dasar dari putusan hakim dalam pengadilan.  Di Pasal 197 

KUHP, dalam perkara menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan 

pada dakwaan yang ada dalam surat dakwaan. Surat dakwaan menjadi dasar 

Majelis Hakim dalam terkait perkara yang sedang di tanganinya tersebut. 

Uraian penjelasan diatas memberikan pemahaman bahwa surat dakwaan 

merupakan hal penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sehingga, 

terdakwa yang telah dibawa ke dalam persidangan atas dakwaan melakukan 

suatu tindak pidana kemudian akan diperiksa, diadili, dan diputus berdasarkan 

dari surat dakwaan yang telah disusun secara jelan dan rinci oleh jaksa 

penuntut umum. Dalam permsalahan pidana ini, terdakwa telah didakwa oleh 

penuntut umum dengan Dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Alternatif 

pertama yaitu Pasal 194 UU RI No.36 Tahun 2009 Jo Pasal 75 ayat (1) UU RI 

No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 

(1) KUHP. 

 

2. Pertimbangan Sosiologis (non yuridis) 

Pertimbangan Sosiologis (non yuridis) adalah pertimbangan yang melihat dari 

sisi sosiologis yang menjadi penyebab terjadinya suatu tindak pidana, akibat 

dari perbuatan pidana, keadaan diri pada terdakwa, kondisi ekonomi serta 

lingkungan tinggal terdakwa, dan faktor agama. Berikut adalah pertimbangan 

sosiologis (non yuridis) dalam Putusan 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst : 

Hal-Hal yang memperberat dan meringankan 

Dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa putusan 

pemidanaan berisi tentang keadaan yang memperberat serta meringankan. 

Berikut adalah hal-hal yang memperberat pidana dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat No 406 Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst : 

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat 

Berikut adalah hal-hal yang meringankan pidana dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat No 406 Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst : 

1. Terdakwa belum pernah dihukum. 

2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah, 
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menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya 

Dalam keterangan ini, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan 

pidananya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain dalam 

mengakui kesalahannya. 

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga  

Dalam keterangan ini, terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung 

keluarga yang harus menanggung kehidupan ibu dan kedua anaknya. 

4. Terdakwa sakit-sakitan hingga sekarang masih dirawat di Rumah Sakit 

Dalam keterangan ini, sejak Desember 2019 sering sakit-sakitan dan harus 

rawat inap dirumah sakit. 

 

5. Putusan 

Putusan pengadilan dalam ranah pidana sebagaimana ditegaskan dalam 

pasal 1 Angka 11 KUHAP putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim 

dalam persidangan terbuka yang bisa berupa pemindanaan atau bebas atau 

lepas dari semua tuntutan hukum yang menurut cara sesuai dalam KUHAP. 

Putusan yang memuat pemindanaan dijatuhkan dalam pengadilan menerangkan 

jika terdakwa terbukti bersalah berbuat tindak pidana seperti halnya yang telah 

didakwakan kepadanya (pasal 193 ayat (1) KUHAP). Yang berarti hakim 

dalam memeriksa serta memutus suatu perkara harus mendasarkan hukum pada 

satu pihak dan juga harus mendasarkan nilai-nilai etis yang telah di junjung 

tinggi masyarakat di lain pihak.
14

 

Berikut Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 

406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst: 

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Marbun alias Dr. Anggi tersebut diatas, 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi 

tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana 

Pencucian Uang ( TPPU) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif 

Pertama dan Kumulatif Penuntut Umum. 

                                                           
14

 Josef M Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” Jurnal Hukum Pro 
Justisia 25, no 2 (2007): 133-135. 
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2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak 

dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani 

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa : 

1) 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh. 

Jasad janin/bayi telah dikebumikan  

2) 1 buah vakum dan 1 alat USG. 

3) 1 (satu) tempat tidur bersalin. 

4) 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik. 

5) Air infus 

6) 1 (satu) bual alat automatic blood pressure 

7) 1 (satu) pack alat Test Pack 

8) 1 (satu) buah botol larutan anti septic 

9) 1 bundel buku catatan 

10) 1 (satu) set perlengkapan operasi 

11) 1 buah tabung oxygen 

12) 4 unit handphone 

13) 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat 

14) 3 buah saringan 

15) 1 ember plastic 

16) 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merkToshiba 

warna hitam 
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17) 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi 

18) 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli 

Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.  

19) No. 2 s/18 Dirampas untuk dimusnahkan . 

21) 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA 

AGUSTINA.No. 20 dikembalikan kepada OTO MULTI ARTHA Ca. Depok 

melalui Terdakwa. 

22) 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT 

MARBUN 

23) No. 21 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui 

Terdakwa. 

24) 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT 

MARBUN. No. 22 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok melalui 

Terdakwa . 

25) 1 buah ATM BCA. 

26) 1 buah ATM BRI. 

27) 1 buah ATM Mandiri.
15

 

                                                           
15 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tentang 

Malpraktik Aborsi Ilegal, hlm 1-83 

 

20) Uang tunai Rp. 25.250.000,- ( Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) No. 19 Dirampas untuk Negara . 
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BAB IV 

ANALISIS TINJAUAN PENOLOGI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

JAKARTA PUSAT NOMOR 406/PID.SUS/2020/PN.JKT.PST 

A. Ratio decidendi Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

No 406/Pid.Sus/2020/Jkt.Pst 

 Tindak pidana aborsi adalah perbuatan yang sangat dilarang, karena 

pelaku aborsi harus mempertanggungjawabkan kejahatannya. Undang-Undang 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UUK) 

dalam konsideren butir (a) menerangkan jika kesehatan ialah hak asasi manusia 

dan merupakan salah satu syarat kesejahteraan yang harus diciptakan sebagaimana 

harapan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila serta Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1
 

Ratio decidendi hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada putusan No 

406/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst menekankan pada dakwaan penuntut umum serta 

fakta-fakta hukum yang telah terkuak dalam persidangan yang pada putusannya 

memuat :  

1. Menyatakan Terdakwa Marudut Marbun alias Dr. Anggi tersebut diatas, terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana Pencucian Uang ( 

TPPU) sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Kumulatif 

Penuntut Umum  

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan . 

                                                           
1
 Ricky Darmawan,‖Penegakan Hukum Terhadap Malpraktek Dokter Yang Melakukan Aborsi‖, 

21. 
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5. Menetapkan barang bukti berupa : 

1) 1 (satu) jasad janin/bayi dalam keadaan tidak utuh. 

Jasad janin/bayi telah dikebumikan  

2) 1 buah vakum dan 1 alat USG. 

3) 1 (satu) tempat tidur bersalin. 

4) 4 (empat) pack berisi kassa dan jarum suntik. 

5) Air infus 

6) 1 (satu) bual alat automatic blood pressure 

7) 1 (satu) pack alat Test Pack 

8) 1 (satu) buah botol larutan anti septic 

9) 1 bundel buku catatan 

10) 1 (satu) set perlengkapan operasi 

11) 1 buah tabung oxygen 

12) 4 unit handphone 

13) 1 buah jerigen berisikan 15 liter cairan kimia diduga Asam Sulfat 

14) 3 buah saringan 

15) 1 ember plastic 

16) 2 unit laptop dengan merk Acer berwarna Abu abu dan merkToshiba 

warna hitam 

17) 9 (Sembilan) dus obat untuk aborsi 

18) 3 (tiga) kotak kartu nama bertuliskan PRAKTEK BERSAMA Ahli 

Kebidanan dan Kandungan Klinik Steril.  

No. 2 s/18 Dirampas untuk dimusnahkan . 

19) Uang tunai Rp. 25.250.000,- ( Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh 

ribu rupiah) No. 19 Dirampas untuk Negara . 

20) 1 (satu) unit mobil Honda BRV No.Pol. B.2992 KKE a.n ELIRAHMA 
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AGUSTINA.No. 20 dikembalikan kepada OTO MULTI ARTHA Ca. 

Depok melalui Terdakwa. 

21) 1 (satu) unit mobil Honda CRV No.Pol. B.1369 WJG a.n MARUDUT 

MARBUN . No. 21 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok 

melalui Terdakwa. 

22) 1 (satu) unit mobil Honda Civic No.Pol. B.1259.WZS a.n MARUDUT 

MARBUN. No. 22 dikembalikan kepada BCA Finance Cab. Depok 

melalui Terdakwa . 

23) 1 buah ATM BCA. 

24) 1 buah ATM BRI. 

25) 1 buah ATM Mandiri. 

Nomor 23 s/d 25 dikembalikan kepada Terdakwa. 

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima 

ribu rupiah) 

Dari putusan itu, berdasarkan amar putusan yang pertama "Menyatakan terdakwa 

Marudut Marbun alias Dr. Anggi tersebut diatas, terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Aborsi tidak sesuai ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 

sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama dan Kumulatif 

Penuntut Umum". Majelis hakim menimbang serta menguraikan bahwa Terdakwa 

Terdakwa Marudut Marbun alias dr. Anggi adalah penanggungjawab Klinik 

Aborsi yang beralamat di Jl. Paseban Raya No 61 Rt 002 Rw 007 Kel. Paseban 

Kec. Senen Jakarta Pusat tersebut, dimana seluruh tindakan aborsi yang dilakukan 

sejak tahun 2018 dilaporkan kepada Terdakwa meskipun ada beberapa kejadian 

aborsi bukan Terdakwa yang melakukannya. Sebagaiamana diketahui dalam 

putusan tersebut aborsi yang dilakukan oleh Terdakwa di klinik tersebut tidak 

sesuai dengan ketentuan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana 

proses kejadian aborsi dilakukan dengan Saksi Rumondang Manalu membuat 

website dengan nama  kliniknamora.org, klinikkuretnamora.com dan 

kliniknamora.biz yang selanjutnya akan terhubung melalaui no hp dan whatsapp 
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chat ke 081310190131 milik saksi yang dicantumkan di ketiga website tersebut, 

dan dari website tersebut pasien akan menghubungi saksi yang akan melakukan 

konsultasi. Kemudian saksi meyakinkan pasien bahwa saksi sebagai asisten dari 

dr. LIA AMELIA NAMORA yang padahal dokter tersebut sudah tidak ada lalu 

setelah pasien yakin maka selanjutnya akan melakukan pertemuan untuk 

membicarakan langkah lebih lanjut, setelah pasien melukukan konsultasi lalu 

saksi meyakinkan pasien jika di klinik Paseban akan terjamin dengan metode 

VACUM ASPIRASI dan berusaha menjaga hak privasi pasien. Adapun 

proses/cara melakukan aborsi dari awal pasien datang sampai dengan pasien 

pulang yang dilakukan terdakwa di Jalan Paseban Raya No. 61 Rt 002 Rw 007 

Kel. Paseban Kec. Senen Jakarta Pusat, adalah pasien 

datang ke Klinik lalu mendaftar di bagian pendaftaran yang diterima oleh saksi 

Salimah Alias Imah dengan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- 

(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap pasien dilakukan pengecekan 

kehamilan menggunakan alat USG guna mengetahui usia kehamilan oleh saksi 

Salimah Alias Imah, saksi Rumondang dan Sdri. Lusiana alias Lusi alias Santi 

(belumtertangkap) secara bergantian, kemudian setelah diketahui usia kehamilan 

(berapa minggu/bulan) lalu ditentukan harga jasa aborsi dan cara penindakan 

aborsi. Selanjutnya untuk usia kehamilan dibawah 4 bulan, terdakwa melakukan 

tindakan aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan dengan 

kaki dibuka lalu disuntikan obat suntik LIDOCAINE HCL (Injeksi 2%) ke mulut 

rahim (vagina pasien dibuka menggunakan cocor bebek) kemudian memasukan 

jarum yang tersambung dengan Mesin Vacum Aspirasi untuk menyedot janin di 

rahim pasien yang masih berbentuk cairan darah sampai bersih, bahwa tindakan 

aborsi untuk usia kehamilan tersebut dilakukan dalam waktu sekitar 5 menit 

selanjutnya setelah tindakan selesai janin dibuang di Kloset yang mengalir ke 

Septic Tank. Untuk usia kehamilan diatas 4 bulan, terdakwa melakukan tindakan 

aborsi dengan cara menidurkan pasien di tempat tidur persalinan lalu disuntikan 

obat suntik OXYTOCIN yang berfungsi untuk induksi persalinan (mempercepat 

kontraksi pada rahim untuk proses kelahiran) kemudian setelah pasien kontraksi 

(sekitar satu malam) dengan tanda-tanda mengeluarkan air ketuban di vagina 
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pasien baru dilakukan tindakan aborsi dengan cara membuka vagina 

menggunakan cocor bebek (alat untuk membuka vagina) selanjutnya dilakukan 

tindakan aborsi mengambil janin yang sudah tidak bernyawa (umumnya 

meninggal karena efek dari obat induksi) sampai dengan rahim bersih. Saat 

penindakan aborsi tersebut pasien disuntikan obat suntik PLASMINE 

(Tranexamic Acid Injeksi) yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan dan 

setelah selesai tindakan aborsi, lalu pasien disuntikan obat suntik 

METHYLERGOMETRINE MALIATEyang berfungsi untuk 

menormalisasi/pemulihan Rahim, terdakwa bersama sama dengan saksi Salimah 

alias Imah dan Rumondang melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan 

ketentuan perudangan-undangan yang berlaku, dan terdakwa mengerti serta 

paham jika janin/bayi dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup. 

Dalam pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas memuat ketentuan Pasal 

75 dan Pasal 76 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dalam 

Pasal 75 dijelaskan larangan melakukan tindak pidana aborsi kecuali terdapat 

kedaruratan medis, dimana ketentuannya telah diatur dalam Pasal 75 ayat (2). 

Sedangkan Pasal 76 memuat ketentuan diperbolehkannya aborsi yang hanya dapat 

dilakukan oleh tenaga medis yang telah memiliki kewenangan serta bersertifikat 

dan aborsi dapat dilakukan apabila terdapat izin dari ibu hamil serta suaminya. 

Mengenai hal pertanggungjawaban pidana yang ditanggung terdakwa, haruslah 

hakim mempertimbangkan beberapa hal berikut sebelum menjatuhkan putusan, 

yaitu: 

1. Terdapat kesalahan 

2. Sifatnya melawan hukum 

3. Tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana, baik itu alasan pemaaf 

ataupun alasan pembenar 

Dalam perkara ini hakim mempertimbangkan hal-hal yang memperberat pidana 

yaitu, perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dan hal-

hal yang meringankan pidana : 

1. Terdakwa belum pernah dihukum. 
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2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah, 

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya 

Dalam keterangan ini, Terdakwa dengan sadar melakukan perbuatan 

pidananya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain dalam 

mengakui kesalahannya. 

3. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga  

Dalam keterangan ini, terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung 

keluarga yang harus menanggung kehidupan ibu dan kedua anaknya. 

4. Terdakwa sakit-sakitan hingga sekarang masih dirawat di Rumah Sakit 

Dalam keterangan ini, sejak Desember 2019 sering sakit-sakitan dan harus 

rawat inap dirumah sakit. 

Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, para fuqaha berpendapat 

bahwa keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim harus didasarkan pada 

pembuktian serta fakta yang harus hakim temukan saat persidangan serta 

pengakuan terdakwa yang diungkapkan dalam persidangan. Maka dari itu, ulama 

bersepakat bahwa hakim akan menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang telah ia 

ketahui dalam persidangan guna menentukan baik atau tidaknya seseorang. 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt berikut: 

ا ثِ  ْٕ ًُ ٌْ رذَْكُ ٍَ انَُّبطِ اَ ْٛ زىُْ ثَ ًْ اِراَ دَكَ َٔ بٍۙ  َٓ هِ ْْ ٗ اَ
ٓ ذِ اِن   ُ ا الَْيَ  ٌْ رإَُدُّٔ َ َٚأيُْشُكُىْ اَ ٌَّ اللّٰه ٌَّ اِ ّٖ ۗ اِ َٚعِظُكُىْ ثِ ب  ًَّ َ َعِِ ٌَّ اللّٰه بنْعَذْلِ ۗ اِ

ْٛشًا  َِ ْٛعًبۢ ثَ ًِ ٌَ عَ َ كَب ٤٘اللّٰه  

―Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling 

baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat‖.
2
 

Dalam menentukan kualitas keadilan hanya berhubungan dengan kualitas 

keilmuan serta ilmu pengetahuan lainnya, namun dalam masyarakat 

mengharapkan kualitas ilmu dan juga sikap bagaimana hakim dalam menegakkan 

keadilan. Hakim haruslah mengetahui pedoman atau tuntutan Tuhan Yang Maha 

                                                           
2
 Al-Qur‘an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, An-Nisa’: 58. 
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Esa tentang bagaimana menegakkan kebenaran serta keadilan,3 sebagaimana 

dalam firman Allah Swt berikut : 

ا ٘ ٰۤ  َٕ ِٔ انْ َْفغُِكُىْ اَ ٗ اَ
ٓ ْٕ عَه  نَ َٔ  ِ ءَ لِلّٰه ذاَٰۤ َٓ ٍَ ثِبنْقِغْظِ شُ ْٛ ايِ َّٕ ا قَ ْٕ َُ ْٕ ا كُ ْٕ يَُُ ٍَ ا  ْٚ ب انَّزِ َٓ ٓبَُّٚ ْٔ نِذَْٚ ٚ  ٍْ غًَُِّٛب اَ ٌْ َّٚكُ ٍَ ۚ اِ ْٛ الَْقَْشَثِ َٔ  ٍِ

 ٌَّ ا فَبِ ْٕ ْٔ رعُْشِضُ ا اَ ٓ ٕٗ ٌْ رهَْ اِ َٔ ا ۚ  ْٕ ٌْ رعَْذِنُ ٖ اَ ٓ  ٕ َٓ بۗ فلَََ رزََّجعُِٕا انْ ًَ ِٓ ٗ ثِ
ن  ْٔ ُ اَ ْٛشًا فَبللّٰه ْٛشًا فقَِ ٌَ خَجِ ْٕ هُ ًَ ب رعَْ ًَ ٌَ ثِ َ كَب ٖ٘ٔاللّٰه  

 

―Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi 

karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, 

atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, 

Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu 

memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), 

sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan‖.
4
 

Berdasarkan uraian diatas, Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat No. 406/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Pst berdasarkan fakta-fakta yang telah 

terungkap di persidangan serta keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti 

dirasa sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa karena hakim telah 

menimbang faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Hakim telah menganalisis hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam 

memperberat atau meringankan sebelum menjatuhkan hukuman yang telah 

sesuai dengan Pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti dan barang bukti yang 

berguna sebagai keyakinan hakim. 

2. Terdakwa telah terbukti bersalah melalui alat bukti dan barang bukti yang 

telah diungkap dalam persidangan. 

3. Terdapat hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa seperti terdakwa 

memiliki tanggungan keluarga, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa 

berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa merasa bersalah serta menyesali 

perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan terdakwa 

sakit-sakitan yang harus dirawat di Rumah Sakit. Alasan tersebut yang 

menjadi pertimbangan hakim untuk berlaku adil kepada terdakwa. 

                                                           
3
 Safaruddin Harefa, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum 

Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” University Of Bengkulu Law Journal 4, no. 1 (2019): 44. 
4
 Al-Qur‘an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia, An-Nisa’: 176 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/http://digilib.uinsby.ac.id/ 

88 
 

 
 

4. Pasal 194 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 75 ayat (1) 

UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo 

Pasal 55 (1) KUHP telah terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu : 

a. Barang Siapa. 

b. Melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (2). 

c. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan 

kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga 

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 

d. Yang melakukan, turut melakukan dan menyuruh melakukan. 

5. Pasal 3 UU RI No.8 Tahun 2010 Jo Pasal 2 ayat (1) UU RI No.8 Tahun 2010 

Tentang TPPU yang telah terpenuhi unsur-unsurnya yaitu : 

a. Setiap orang 

b. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, 

membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 

mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga 

atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut 

diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 

usul harta kekayaan. 

6.  Dalam mencapai suatu keadilan hakim telah melihat aspek keadilan korban 

dan masyarakat, aspek kejiwaan dari terdakwa, serta undang-undang yang 

diterapkan. Keadilan mempunyai sifat yang relatif dan standar, apa yang 

menurut orang lain itu adil, belum tentu adil menurut terdakwa. Setidaknya 

hakim telah mencapai putusan yang mendekati keadilan dengan membuktikan 

dakwaan dari penuntut umum dan pembuktian dari alat bukti. 
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B. Tinjauan Penologi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

Nomor 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst 

Tindakan Terdakwa pada kasus malpraktek aborsi ilegal pada Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst merupakan 

tindakan kejahatan yang berdampak pada keresahan masyarakat, tindakan aborsi 

ilegal yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan prosedur kesehatan 

telah membunuh benih janin serta mengancam kesehatan wanita yang melakukan 

aborsi.  

Ketentuan tentang pemidanaan terhadap tindak pidana Terdakwa dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 406/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst 

memberikan peluang terhadap Terdakwa untuk bisa menyesali atas tindakannya 

melakukan malpraktek aborsi ilegal serta menegakan norma hukum untuk 

melindungi masyarakat. Dalam pemidanaan yang dijatuhkan terdakwa adalah 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebesar 

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dengan ketentuan apabila denda tidak 

dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 4 (empat) bulan sesuai 

dengan amar putusan dilihat dari segi teori relatif pemidanaan ini bertujuan untuk 

memberikan efek jera terhadap Terdakwa atas konsekuensi perbuatannya. Selain 

itu, teori relatif penologi mempunyai konsep sebagai cara yang mempunyai 

manfaat dalam upaya melindungi masyarakat serta sanksi yang diberikan kepada 

Terdakwa bertujuan untuk mencegah agar tidak mengulangi perbuatannya. 

Teori yang disebut sebagai teori tujuan ini mempunyai dasar bahwa pidana 

dijadikan sebagai sarana dalam menegakkan norma hukum di lingkungan 

masyarakat. Muladi memberikan pandangan kepada teori ini bahwa pemidanaan 

ada tidak sebagai suatu pembalasan karena kejahatan atau kesalahan yang 

dilakukan oleh Terdakwa tetapi sebagai pencegahan agar Terdakwa tidak 

mengulangi perbuatannya lagi. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa pidana 

dijatuhkan karena ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan) bukan 

karena quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan). Sedangkan Nawawi 

Arief menyebutkan tujuan dari pemidanaan sebagai aspek perlindungan 

masyarakat dan aspek perlindungan terhadap individu. dalam teori relatif pidana 

dilihat secara perspektif yang berarti dalam pidana terdapat unsur pencelaan, 
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meskipun begitu unsur ini tidak dapat digunakan jika dalam praktiknya tidak 

dapat berperan dalam upaya mencegah adanya kejahatan.
5
 Karl O Christiansen 

memberikan karakter pada teori ini yaitu sebagai pencegahan guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran hukum yang dapat disalahkan hanya 

kepada pelaku saja seperti kesengajaan maupun kelalaian yang menjadi unsur 

terjadinya pidana, pidana yang dijatuhkan haruslah dimaksudkan sebagai sarana 

mencegah adanya kejahatan,dan pidana haruslah dilihat secara prospektif.
6
 

Leonard memberikan pendapat terkait teori relative disamping bertujuan untuk 

pencegahan dan pengurangan tindak kejahatan, pidana haruslah berguna untuk 

merubah sifat atau tingkah laku jahat pada diri seseorang dan orang lain yang 

mempunyai peluang melakukan tindak kejahatan.
7
 

Dalam pengenaan sanksi pidana terdapat alasan yang menjadi dasar dalam 

menjatuhkan pidana, dalam pembahasan ini alasan dari pemidanaan sebagai 

memberi manfaat kepada pelaku dengan maksud dan tujuan agar jera atas 

perbuatan yang telah dilakukannya. Pemidanaan dalam proses penegakan hukum 

pidana, ditinjau dari sudut fungsionalitas yang memuat seluruh sistem peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang penegakan hukum yang kemudian 

seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sedangkan dalam sudut norma-substantif  yang 

didapat dari norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan merupakan 

seluruh sistem peraturan hukum pidana materil yang digunakan dalam 

menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana. Dasar dalam melakukan 

pemidanaan sebagai upaya perlindungan hukum dalam mencapai kehidupan yang 

sejahtera, dalam mencegah adanya perbuatan pidana haruslah memasukkan 

ancaman pidana dengan menerangkan batas minimal dan maksimal ancaman yang 

akan ditempuh pelaku tindak pidana yang berbentuk hukuman penahanan ataupun 

denda. Hal tersebut akan berjalan efektif apabila norma hukum dipahami oleh 

keseluruhan masyarakat, maka dalam upaya memberikan pemahaman ini kepada 

masyarakat perlu diadakannya sosialisasi atas peraturan perundangan yang ada.  

                                                           
5
 Sudewo, ―Penologi Dan Teori Pemidanaan,‖ 36. 

6
 Parwata and Hukum, ―Penologi,‖ 64. 

7
 MH Ayu Efritadewi, SH., ―Modul Hukum Pidana‖ (2020): 55. 
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Kemudian terkait dengan pemidanaan haruslah mempertimbangkan 

kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, motif dan tujuan yang ingin dicapai pelaku 

dalam melakukan tindak pidana, sikap yang ditunjukkan pelaku setelah 

melakukan tindak pidana, riwayat hidup pelaku serta keadaan sosial dan 

ekonominya, pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap masa depan pelaku, 

pengaruh tindak pidana yang pelaku perbuat terhadap keluarga korban dan 

korban, pemaafan dari korban ataupun keluarga korban, pandangan masyarakat 

terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, kondisi saat melakukan 

perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk 

kategori ringan atau berat serta efek dikemudian hari atas perbuatan pidana yang 

pelaku lakukan bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan sanksi 

pidana atau karena pertimbangan dalam sisi keadilan dan kemanusiaan, jika 

perbuatan pidana tersebut terdapat unsur kesengajaan maka pelaku tidak 

dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan peniadaan. 

Adanya pemidanaan bertujuan agar mencegah terjadinya perbuatan pidana 

sebagai upaya penegakan norma hukum dalam melindungi masyarakat, dalam 

upaya memasyarakatkan dan terpidana maka diadakan pembinaan  agar dapat 

menjadi orang baik dan berguna, sebagai cara dalam menyelesaikan pertikaian 

yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang pelaku lakukan agar dapat 

memperbaiki keseimbangan serta menciptakan kedamaian dalam masyarakat, 

sebagai upaya mengobati rasa bersalah pada pelaku dan dalam rangka memaafkan 

pelaku.
8
 Dalam kebijakannya, tujuan dari pemidanaan dinilai cara yang paling 

strategis dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan melihat batasan serta petunjuk 

dari tujuan dan pedoman pemidanaan yang akan menjadi landasan legalitas untuk 

hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan pidana yang 

diharapkan berfungsi secara efektif guna memberantas tindak kejahatan. 

Pada tujuan pemidanaan ini diharapkan agar perbuatan tindak pidana tidak terjadi 

lagi. Al-Qur‘an telah memberikan petunjuk terkait konsep tujuan pemidanaan ini, 

yaitu: 

                                                           
8
 Dr. Mudzakir, SH., MH, ―Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana 

Dan Sistem Pemidanaan‖ (BPHN, 2008): 13-18. 
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 ٌَ ْٕ َٚشْجِعُ ىْ  ُٓ ىْ ثِبنْعَزاَةِ نعََهَّ ُٓ  َ اخََزْ َٔ بۗ  َٓ ٍْ اخُْزِ َٙ اكَْجَشُ يِ ِْ َٚخٍ الََِّ 
ٍْ ا  ىْ يِّ ِٓ ْٚ يَب َشُِ َٔٗ٤  

 

―Tidaklah Kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia (mukjizat 

itu) lebih besar daripada mukjizat (sebelumnya) dan Kami timpakan kepada 

mereka azab agar mereka kembali (ke jalan yang benar)‖.
9
 

Dalam uraian penjelasan diatas, teori relatif penologi berperan dalam 

upaya menegakkan norma hukum yang bertujuan melindungi kesejahteraan 

masyarakat serta memberikan upaya perubahan yang lebih baik terhadap pelaku 

tindak pidana serta mencegah akan adanya peluang bagi orang lain melakukan 

kejahatan karena ketentuan sanksi atas konsekuensi perbuatan kejahatan yang 

telah dilakukan. 

 

                                                           
9
 Al-Qur‘an Terjemahan Kementrian Agama Republik Indonesia,, Az-Zukhruf : 45. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka bisa ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ratio decidendi hakim dalam menjatuhkan putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat No 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst mengenai tindak pidana malpraktek 

aborsi ilegal dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan 

yang ada dalam fakta di persidangan sehingga Majelis Hakim menjatuhkan 

putusan penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- 

(seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 

kurungan selama 4 bulan karena terpenuhinya unsur-unsur dakwaan yang 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Pasal 3 dan pasal 2 ayat (1) UU No. 

8 Tahun 2010 Tentang TPPU. Alasan hakim dalam menjatuhkan putusan ini 

karena Terdakwa Marudut Marbun telah sengaja membuka usaha klinik aborsi 

yang tidak memiliki izin dari instansi terkait untuk melakukan tindakan aborsi dan 

tidak memiliki izin melakukan kegiatan praktek kedokteran serta tidak memiliki 

izin melakukan kegiatan kesehatan lainnya, dan Terdakwa menimbulkan 

keresahan dalam lingkungan masyarakat atas usaha klinik aborsi ilegal. 

2. Ditinjau dari segi penologi dalam teori relative, penjatuhan putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 40/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst kepada Terdakwa 

Marudut Marbun bertujuan upaya melindungi masyarakat serta sanksi yang 

diberikan kepada Terdakwa bertujuan untuk mencegah agar tidak mengulangi 

perbuatannya. Di dalam pemidanaan haruslah mempertimbangkan kesalahan yang 

diperbuat oleh pelaku, motif dan tujuan yang ingin dicapai pelaku dalam 

melakukan tindak pidana, sikap yang ditunjukkan pelaku setelah melakukan 

tindak pidana, riwayat hidup pelaku serta keadaan sosial dan ekonominya, 

pengaruh pidana yang dijatuhkan terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak 

pidana yang pelaku perbuat terhadap keluarga korban dan korban, pemaafan dari 

korban ataupun keluarga korban, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana 

yang telah dilakukan oleh pelaku, kondisi saat melakukan perbuatan pidana dan 
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perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk kategori ringan atau berat 

serta efek dikemudian hari atas perbuatan pidana yang pelaku lakukan bisa 

dijadikan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana atau karena 

pertimbangan dalam sisi keadilan dan kemanusiaan, jika perbuatan pidana 

tersebut terdapat unsur kesengajaan maka pelaku tidak dibebaskan dari 

pertanggungjawaban pidana dengan alasan peniadaan. 

 

B. Saran 

Dari penelitian serta analisis yang telah penulis lakukan sesuai dengan 

kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis memberikan saran dan 

masukan yang berguna untuk mengantisipasi masalah yang sering membuat 

keresahan dalam masyarakat. Sebaiknya para tenaga medis sebelum membuka 

praktek haruslah memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi 

dokter gigi sebagaimana yang telah diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia 

serta harus memiliki izin praktik fasilitas kesehatan serta sebelum melakukan 

kegiatan aborsi haruslah memperhatikan prosedur kesehatan dan sesuai dengan 

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-Undang No 

29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
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